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MOTTO 

 

“Skirpsi seperti sebuaìh perjaìlaìnaìn dimaìnaì kaìmu tidaìk taìu kaìpaìn aìkaìn 

selesaìi naìmun haìrus terus berjaìlaìn” 

 

“Daìn jaìngaìnlaìh kaìmu berdukaì aìtaìs aìpaì yaìng telaìh luput daìri kaìmu, daìn 

jaìngaìnlaìh kaìmu terlaìlu gembiraì aìtaìs aìpaì yaìng telaìh diberikaìn kepaìdaì 

kaìmu” 

(Q.S AÌl-Haìdid: 23) 

 

“Saìmaì seperti lirik laìgu Hivi (kaìrenaì pelaìut hebaìt taìk pernaìh laìhir di laìut 

yaìng tenaìng) yaìng bermaìknaì jaìtuh aìdaìlaìh baìgiaìn daìri perjaìlaìnaìn hidup 

yaìng normaìl, naìmun yaìng paìling penting baìgaìimaìnaì kitaì baìngkit daìn terus 

maìju, kaìrenaì kegaìgaìlaìn bukaìn aìkhir, melaìinkaìn peluaìng belaìjaìr untuk 

menjaìdi lebih kuaìt.” 
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AÌBSTRA ÌK 

Penelitiaìn ini bertujuaìn untuk mengaìnaìlisis bentuk pertaìnggungjaìwaìbaìn 

pidaìnaì korporaìsi daìlaìm tindaìk pidaìnaì pencemaìraìn lingkungaìn oleh PT. Haìikki 

Green, mengkaìji pertimbaìngaìn haìkim terhaìdaìp perusaìhaìaìn yaìng terbukti 

melaìkukaìn dumping limbaìh B3 taìnpaì izin berdaìsaìrkaìn studi putusaìn No. 

311/Pid.Sus/2022/PN Btm.  

Melindungi lingkungaìn merupaìkaìn kewaìjibaìn segaìlaì pihaìk termaìsuk 

negaìraì. Pencemaìraìn lingkungaìn aìkibaìt aìktivitaìs industri menjaìdi aìncaìmaìn serius, 

terutaìmaì maìraìknyaì dumping limbaìh taìnpaì izin, ini melaìnggaìr UU No. 32 Taìhun 

2009 tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup. Saìlaìh saìtu contoh 

perkaìraì, putusaìn No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm. 

Metode penelitiaìn daìlaìm penelitiaìn ini menggunaìkaìn metode yuridis 

normaìtif daìn seluruh daìtaì diaìnaìlisis secaìraì kuaìlitaìtif. Berbaìgaìi daìtaì sekunder 

digunaìkaìn daìlaìm penelitiaìn ini, seperti peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn, putusaìn 

pengaìdilaìn, teori hukum, jurnaìl, daìn literaìtur yaìng berkaìitaìn dengaìn topik 

penelitiaìn. 

Haìsil daìri penelitiaìn ini menunjukaìn baìhwaì penegaìkaìn hukum dumping 

limbaìh taìnpaì izin yaìng berdaìsaìrkaìn putusaìn No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm telaìh 

berjaìlaìn dengaìn baìik. Haìkim menjaìtuhkaìn dendaì sebesaìr Rp. 250.000.000 (duaì 

raìtus limaì puluh jutaì rupiaìh) jikaì tidaìk bisaì membaìyaìr aìkaìn di gaìnti peraìmpaìsaìn 

haìrtaì terdaìkwaì, jikaì belum mencukupi pidaìnaì kurungaìn selaìmaì 3 (tigaì) bulaìn daìn 

pemulihaìn lingkungaìn. Lemaìhnyaì pengaìwaìsaìn daìn kepaìtuhaìn korporaìsi paìscaì 

putusaìn daìpaìt menghaìmbaìt peneraìpaìn hukum lingkungaìn, sehinggaì diperlukaìn 

penegaìkaìn hukum yaìng lebih tegaìs untuk memberikaìn efek jeraì sehinggaì 

mencegaìh pelaìnggaìraìn berulaìng. 

 

 

Kaìtaì kunci: Pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì korporaìsi, Dumping limbaìh B3, 

Pencemaìraìn Lingkungaìn. 
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AÌBSTRAÌCT 

 

This study aìims to aìnaìlyze the form of corporaìte criminaìl liaìbility in 

environmentaìl pollution crimes committed by PT. Haìikki Green aìnd exaìmine the 

judge's consideraìtions regaìrding the compaìny found guilty of dumping haìzaìrdous 

waìste (B3) without aì permit baìsed on the verdict No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm. 

Protecting the environment is aìn obligaìtion of aìll paìrties, including the 

staìte. Environmentaìl pollution caìused by industriaìl aìctivities haìs become aì serious 

threaìt, paìrticulaìrly the widespreaìd praìctice of illegaìl waìste dumping, which 

violaìtes Laìw No. 32 of 2009 on Environmentaìl Protection aìnd Maìnaìgement. One 

exaìmple of such aì caìse is Decision No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm. 

This reseaìrch employs aì normaìtive juridicaìl method, aìnd aìll daìtaì aìre 

aìnaìlyzed quaìlitaìtively. Vaìrious secondaìry daìtaì sources aìre utilized, including laìws 

aìnd regulaìtions, court decisions, legaìl theories, journaìls, aìnd relevaìnt literaìture. 

The findings indicaìte thaìt the enforcement of laìws on illegaìl waìste 

dumping, baìsed on Decision No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, haìs been properly 

implemented. The judge imposed aì fine of IDR 250,000,000 (two hundred aìnd fifty 

million rupiaìh), which, if unpaìid, would be substituted with aìsset confiscaìtion. If 

the confiscaìted aìssets aìre insufficient, aì three-month imprisonment aìnd 

environmentaìl restoraìtion will be imposed. Weaìk supervision aìnd corporaìte non-

compliaìnce following the ruling maìy hinder environmentaìl laìw enforcement. 

Therefore, stricter laìw enforcement is necessaìry to creaìte aì deterrent effect aìnd 

prevent repeaìted violaìtions. 

 

 

Keywords: Corporaìte criminaìl liaìbility, Haìzaìrdous waìste dumping, 

environmentaìl pollution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. 

Melindungi dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab setiap 

makhluk termasuk negara. Eksistensi negara sangat dibutuhkan karena 

menyangkut kesejahteraan rakyat. Karena hidup di jaman sekarang, banyak 

sekali ketakutan dari masyarakat atas maraknya kerusakan lingkungan dari 

perorangan maupun koorporasi. Maka dalam penanggulangannya 

membutuhkan suatu aturan khusus dari pemerintah. Hukum pidana berperan 

penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup. Munadjat Danusaputro mengartikan “lingkungan 

hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi 

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.”1  

Hubungan manusia dengan lingkungan alam tetap menjadi perhatian global 

karena kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

seringkali berdampak merugikan bagi makhluk lainnya. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 

menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem serta mencegah kerusakan 

                                                           
1 Tri Tuti Aditama Putri, Ismail ,”Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana 

Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan”, Jurnal Pionir LPPM Universitas 

Asahan, Volume 5 No. 4, hlm 122 (November – Desember 2019). 
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lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada 

serangkaian tindakan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk memelihara 

fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup berbagai 

kegiatan seperti perencanaan, penggunaan sumber daya alam, pengendalian 

polusi, pemeliharaan ekosistem, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran lingkungan.Pencemaran lingkungan, sebagai akibat dari ekspansi 

industri dan aktivitas korporatif, telah menjadi tantangan kritis yang 

memerlukan penanganan serius di era globalisasi ini. Ketidakseimbangan 

antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan memunculkan konflik 

moral dan hukum yang menghadapkan pelaku korporasi pada pertanyaan 

tentang pertanggungjawaban mereka atas dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup. Di Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman alam dan sumber 

daya alamnya, permasalahan pencemaran lingkungan oleh korporasi semakin 

mengemuka. Tindakan yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan 

masyarakat menjadi panggilan serius untuk mengevaluasi dan memahami 

secara mendalam tanggung jawab hukum korporasi dalam konteks tindak 

pidana pencemaran lingkungan.2 

Lingkungan hidup wajib kita jaga dan pelihara dengan baik, karena 

manusia dan lingkungan hidup masih sama sama bergantung. Kita 

membutuhkan air bersih, membutuhkan tanah yang subur dan Udara yang 

segar. Oleh sebab itu kita sudah seharusnya sama sama menjaga, agar 

                                                           
2 Rico Suhanda. “Pertanggung Jawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 

Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Penelitian & Pengkajian 

Ilmiah Mahasiswa , Volume: 5, Number: 1 hlm 38 – 39 (Maret 2024). 
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lingkungan di sekitar kita tidak tercemar oleh apapun termasuk limbah. Limbah 

adalah salah satu penyebab pencemaran lingkungan, maraknya pembuangan 

limbah. Salah satu penghasil limbah terbesar adalah korporasi atau industri 

industri, Adapun peraturan yang mengatur masalah perusakan atau pencemaran 

lingkungan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan mentri (perment) 

Nomor 6 Tahun 2021 Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun. Dengan adanya peraturan tersebut menjamin kepastian 

hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak kepada setiap makhluk 

hidup untuk mendapatkan Lingkungan hidup dan udara yang sehat. 

Pembuangan limbah ke lingkungan hidup bisa menimbulkan dampak positif 

maupun negatif. Dampak limbah B3 ini termasuk menimbulkan dampak negatif 

kepada lingkungan hidup karena mengandung bahan beracun terlebih lagi 

dengan jumlah yang banyak pastinya berdampak lebih berbahaya. Inilah 

penyebab adanya izin pembuangan limbah pada lingkungan hidup untuk 

mengatur bagaimana pembuangan limbah yang aman dan tidak merusak 

ekosistem. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur akan tetapi masih 

banyak oknum oknum yang tidak memiliki kesadaran dan tidak 

bertanggungjawab. Maka upaya penegakan hukum harus dibantu dari semua 

elemen masyarakat. Dalam pembuangan limbah harus memiliki izin terlebih 

dahulu. Karena dalam perizinan sudah diatur sebagaimana klasifikasi dan tata 

cara untuk penanganan limbah. 
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Kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup menjadi sorotan utama dunia 

karena eratnya kaitan kegiatan korporasi dengan lingkungan. Di Indonesia 

marak terjadi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber 

daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menjadi perhatian global, yang 

menandakan pentingnya tindakan tegas dan solusi menyeluruh untuk mencegah 

terulangnya kejahatan serupa. Seperti kasus pencemaran lingkungan PT Haikki 

Green, PT Haikki Green bergerak di bidang jasa pengelolaan Limbah B3 yang 

dimana mereka menerapkan mendaur ulang, menetralisasi Limbah limbah B3 

yang menggunakan jasa mereka. Perusahan jasa pengolahan limbah ini 

sebenarnya baik akan tetapi yang dilakukan PT Haikki Green tidak melakukan 

tugas nya dengan baik mereka melakukan pelanggaran hukum lingkungan 

dengan melakukan tindak pidana dumping limbah ke dalam media lingkungan 

hidup tanpa izin, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan karena 

melakukan dumping limbah tidak sesuai dengan peraturan. PT. Haikki Green 

Melakukan dumping/penimbunan limbah B3 (Limbah karbit) sebesar 

15.815,808 ton ke media tanah di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Kabil 

(KPLI-B3 Kabil) No. 25 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, 

Provinsi Riau. 

PT. Haikki Green terbukti sah bersalah dan di kenai Pasal 104 jo. Pasal 116 

ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menjadi khasus 

yang menarik di berbagai daerah karena maraknya pembuangan limbah tanpa 

izin yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 22 Beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 22 yang diubah berisi,  

“Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.” 

 Keresahan ini muncul karena pencemaran bisa menyababkan dampak yang 

buruk seperti pencemaran air, udara, tanah yang membahayakan tidak hanya 

manusia tetapi makhluk hidup yang lain. Kasus-kasus ini sangat berdampak pada 

kehidupan masyarakat, bahkan sulit dipulihkan dalam jangka waktu yang 

panjang. Khusus dalam kasus pencemaran lingkungan yang membuat baku mutu 

udara, tanah dan air menurun diatur dalam ketentuan pidana UU No 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 

Dalam aturan aturan tersebut, korporasi dapat dihukum dengan tiga jenis sanksi, 

yaitu: administratif, perdata dan pidana. Korporasi memang telah sah menjadi 

subjek hukum. Karena itu, korporasi bisa dikenai sanksi-sanksi tersebut, baik 

sebagian atau keseluruhan. Fungsi sanksi ini sendiri adalah untuk memberikan 

efek jera bagi korporasi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dan dapat 

mencegah hal tersebut terjadi lagi, baik oleh korporasi tersebut atau korporasi 

yang lainnnya.3 

                                                           
3 Ali Ibrohim, Budiarsih, Slamet Suhartono, “Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku 

Dumpinglimbahg Tanpa Izin Perspektif HAM”, Jurnal Penelitian Ilmiah,  Volume 4 number 1 

hlm 112 – 113 (Januari – Juni 2020). 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dibuat dalam proposal penelitian untuk 

mengidentifikasi ruang lingkup penelitian agar penelitian yang 

dilakukanmenjadi terarah. Selain itu, dapat lebih terfokus dan tidak melebar luas 

dari pembahasan penelitian yang akan diteliti ini. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dalam konteks tertentu, yakni 

Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 

Oleh Pt Haikki Green (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm) 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertanggung jawaban Korporasi sebagai pelaku tindak pidana 

lingkungan? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dalam putusan No. 

311/Pid.Sus/2022/PN Btm? 

D. Tujuan Penelitian 

a) Tujuan Obyektif  

1. Mengetahui pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana 

lingkungan. 

2. Memperoleh pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana 

lingkungan, dalam putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm. 
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b) Tujuan Subyektif 

1. Mengkaji aturan hukum apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Repulik Indonesia tentang pembuangan (dumping) limbah dalam proses 

penjatuhan hukuman. 

2. Memahami mengapa limbah B3 harus memiliki izin. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan yang dapat 

memberikan manfaat dalam penerapan hukum mengenai pencemaran 

lingkungan dan perizinan pembuangan (dumping) limbah 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

pemahaman hukum pidana lingkungan, meningkatkan wawasan hukum 

bagi penulis pribadi atau pun masyarakat dalam memahami tindak 

pidana pencemaran lingkungan atau pun perizinan pembuangan limbah 

oleh perusahaan atau korporasi. 

b. Penelitian ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 

Program Studi (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Slamet Riyadi 

(UNISRI). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

a. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian, perbuatan melawan 

hukum ini diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tindak pidana 

menurut para ahli adalah  

1. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  

2. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau 

serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. 

Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari 

istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi 

suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan 

tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu 

pertanggungjawaban pidana.4 

                                                           
4 Aryo Fadlian. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”,  Jurnal Hukum 

POSITUM, Vol.5, No.2. hlm 11. (Desember 2020). 
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Tujuan pemidanaan ini adalah untuk menjamin ketertiban dan 

keamanan seluruh elemen masyarakat. 

b. Unsur Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur 

objektif dan subjektif, 5  Pengertian unsur-unsur tindak pidana 

sebagai berikut: 

1) Unsur Subyektif 

a. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;  

b. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 KUHP; 

c. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

2) Unsur Objektif 

a. sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;  

b. kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 

415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris 

dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut 

                                                           
5 I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma. 
“Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi”, 
Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2. Hlm 441 (April 2022). 



10 
 

 
 

Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara 

sesuatu tindakan sebagai6 

c. Jenis Jenis Tindak Pidana 

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatanyang 

dimuat dalam buku II dan pelanggaranyang dimuat dalam buku III. 

Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis 

pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui 

dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam 

dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 

sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana 

penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan 

pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar 

kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, 

sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.7 

B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana 

Pertanggung Jawaban Pidana merupakan unsur yang penting 

dalam penegakan hukum pidana. Pertanggung Jawaban Pidana bisa di 

artikan dengan pelanggaran tindak pidana yang merugikan, dan 

perbuatan yang merugikan tersebut harus di pertanggung jawabkan oleh 

                                                           
6 Junior Imanuel Marentek. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, Lex Crimen,  Vol. VIII/No. 11, hlm 90 – 91 

(November 2019) 
7 Fitri Wahyuni.2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan; PT 

Nusantara Persada Utama. hlm 55. 
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terdakwa. Kemampuan seseorang dalam bertanggung jawaban 

merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana karena 

seseorang harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. 

Pertanggung jawaban pidana ini harus sesuai dengan kemampuannya 

apabila pertanggung jawaban pidana ini tidak sesuai dengan 

kemampuannya atau diluar kemampuaannya, maka penerapan hukum 

pidana ini tidak memperhatikan aspek aspek secara psikologis dan 

sosiologis berhubungan dengan keadilan yang seharusnya. Pengertian 

pertanggung jawaban pidana oleh beberapa ahli sebagai berikut: 

a. Meninjau perumusan Simons Strafbaarfeit harus merupakan, 

perbuatan manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke 

(bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang 

yang dapat di pertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan 

orang itu dapat di permasalahkan. 

b. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu 

keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga 

macam kemampuan untuk: 

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;  

2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau 

dilarang oleh masyarakat, dan 

3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.8 

                                                           
8 Aryo Fadlian. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum 

POSITUM, Vol.5, No.2. hlm 13 – 14 (Desember 2020). 
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Berdasarkan uraian pengertian dan uraian pertanggung jawaban pidana 

dari para ahli, maka dapat ditarik satu garis besar, pertanggung jawaban 

pidana adalah kemampuan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana 

terhadap hukuman hukuman yang di berikan berdasarkan undang 

undang. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat pelaku tindak 

pidana sehingga perlu adanya hakim untuk melakukan pertimbangan 

seluruh aspek. Sebelum ditentukannya pertanggung jawaban pidana ada 

unsur tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku.  

Dalam hukum pidana di Indonesia Terdapat subyek tindak pidana, 

menurut Esti Aryani dan Tri Wahyu widiastuti menambahkan dalam 

perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, pertanggungjawaban 

korporasi sebagai subyek tindak pidana dilakukan melalui 4 (empat) 

system yaitu:  

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang 

bertanggung jawab;  

b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung 

jawab;  

c. Korporasi sebagai pembuat dan yang tertanggung jawab; 

d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan 

keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana.9 

                                                           
9 Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana 

Kehutanan”. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jurnal Ilmu hukum, Volume 7 nomor 1 hal 78, 

(Maret 2016). 
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2. Sanksi Pidana 

Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya  dua jenis  sanksi yaitu 

sanksi tindakan  (mattregel) dan  sanksi  pidana  (straf).  Sanksi  

tindakan  merupakan  sanksi  yang bersifat antisipatif bukan reaktif 

terhadap pelaku tindak pidana yangberbasis pada filsafat 

determinasime  dalam ragam bentuk sanksi dinamis (open system) dan 

spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan 

tujuan untuk  memulihkan  keadaan  tertentu  bagi  pelaku  maupun  

korban  baik  perseorangan,  badan  hukum publik  maupun perdata.10 

  

Menurut KUHP Pasal 10 menyebutkan pidana terdiri atas:  

 

a. pidana pokok:  

1. pidana mati;  

2. pidana penjara;  

3. pidanakurungan;  

4. pidanadenda;  

5. pidana tutupan.  

b. pidana tambahan  

1. pencabutan hak-hak tertentu;  

2. perampasan barang-barang tertentu; 

3. pengumuman putusan hakim. 

 

 

 

 

Adapun bebrapa teori pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: 

 

                                                           
10 Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi. Sanksi Pidana Terhadap 

Pelaku Penculikan Anak, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2. hlm 193 (September 2020). 
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1. DOCTRINE OF STRICT LIABILITY  

Salah satu pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban 

atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu 

korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan doctrine 

of strict liability. Menurut doktrin atau ajaran strict liability, pertanggungjawaban 

pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan 

tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada 

pelakunya. Oleh karena menurut ajaran strict liability pertanggungjawaban pidana 

bagi pelakunya tidak diper- masalahkan, maka strict liability disebut juga absolute 

liability. Istilah dalam bahasa Indonesia yang saya gunakan adalah "pertanggung 

jawaban mutlak".  

 2. DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY 

Ajaran kedua untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah doctrine of vicarious liability. 

Doktrin atau ajaran "vicarious liability", atau yang dalam bahasa Indonesia saya 

sebut dengan istilah "pertanggungjawaban vikarius” adalah pertanggungjawaban 

pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.  

Teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang 

diterapkan pada hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum 

perdata tentang perbuatan melawan hukum yang diterapkan pada hukum (the law 

of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior. 
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Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang pemberi kerja (employer) 

bertanggung jawab atas kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya 

sepanjang hal itu terjadi dalam pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan 

kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum 

menggugat pemberi kerjanya agar membayar ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan 

pertanggungjawabannya. 

3. DOCTRINE OF DELEGATION 

Doctrine of delegation merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat 

membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada 

korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebankan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian 

wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang 

dimilikinya. Dalam perkara-perkara di bawah ini diberikan contoh- contoh 

pendelegasian wewenang dari seorang pemberi kerja, yang wewenang itu 

diperolehnya karena ia memperoleh suatu izin usaha, kepada bawahannya. 

Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya 

merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban 

pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

bawahannya itu. Dalam perkara Allen v Whitehead [1930], terdakwa, yaitu pemilik 

sebuah cafe, telah mendelegasikan pengelolaan cafe miliknya kepada seorang 

pegawainya. Sekalipun terdakwa tidak mengetahui bahwa bangunan tempat cafe 

itu digunakan oleh para pelacur (untuk tempat mejeng atau mangkal para pelacur), 
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namun hal itu diketahui oleh pegawai yang bersangkutan. Terdakwa didakwa telah 

melakukan tindak pidana berdasarkan s. 44 dari Metropolitan.    

4. DOCTRINE OF IDENTIFICATION 

Identification theory juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk 

memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada 

korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat 

berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena memang tidak 

memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan 

pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak 

pidana tersebut harus mampu diidentifikasikan oleh penuntut umum. Apabila 

tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan "directing mind" dari 

korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat 

dibebankan kepada korporasi. 

5. DOCTRINE OF AGGREGATION 

Ajaran agregasi ini menurut Clarkson dan Keating memiliki keuntungan karena 

dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana dengan memiliki mens rea dalam melakukan tindak 

pidana itu, dari perusahan tempat dimana dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah 

perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam 

struktur korporasi. Namuk menurut Clarkson dan Keating, ajaran ini mengabadikan 

personifikasi dari mitos perusahaan. Apabila dalam ajaran identifikasi cukuplah 

untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan 
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kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat 

menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara 

keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan. Menurut Clarkson dan 

Keating, ajaran atau doktrin ini mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu 

perbuatan yang salah (wrongdoing) mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa 

yang telah dilakukan oleh masing-masing orang, tetapi berupa fakta bahwa 

perusahaan tidak memiliki struktur organisasi (organisational structure) atau tidak 

memiliki kebijakan (policy) untuk dapat mencegah seseorang dalam perusahaan itu 

untuk melakukan perbuatan yang secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana. 

6. ⁠THE CORPORATE CULTURE MODEL 

The Corporate Culture Model atau Model Budaya Kerja Perusahaan 

merupakan pendekatan yang telah diterima di Australia, Dalam kaitan ini, 

pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil 

ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum 

memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang 

memiliki kewenangan(an authoritative of the corporation) telah memberikan 

wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (authorized 

permitted the commission of the offence). Berkenaan dengan itu, menurut the 

corporate culture model, tidak perlu menemukan orang yang bertanggung jawab 

atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan 

bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus juga 

bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum 
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dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung 

jawab.   

7. REACTIVE CORPORATE FAULT 

Pendekatan yang agak berbeda berkenaan dengan pertanggung- jawaban 

pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan John Braithwaite. Pendekatan ini 

oleh Fisse dan John Braithwaite dalam tulisannya "The Allocation of Responsibility 

for Corporate Crime: Individualism, Collectivism and Accountability" seperti yang 

dikutip oleh Clarkson dan Keating, disebut reactive corporate fault. Ada pula yang 

menyebutnya sebagai reactive liability model.  

Fisse dan Braithwaite mengemukakan bahwa apabila actus reus dari suatu 

tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, 

sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta 

kepada perusahaan untuk: 

a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab di 

dalam organisasi perusahaan itu.  

b. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang 

bertanggung jawab. 

c. Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh 

perusahaan.  

Menurut Fisse dan Braithwaite sebagaimana dikemukakan di atas, apabila 

perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan 
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mengirimkan laporan dan di dalam laporan itu dimuat apa saja langkah-langkah 

yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang 

bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan 

kepada korporasi yang bersangkutan. Apabila tanggapan dari perusahaan terhadap 

perintah pengadilan dianggap oleh pengadilan tidak memadai, maka baik 

perusahaan maupun para pimpinan puncak dari perusahaan itu akan dibebani 

pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu. 

Jenis-jenis hukuman bagi korporasi yang akan diambil oleh pengadilan, antara lain 

berupa publisitas yang tidak menguntungkan bagi perusahaan oleh pengadilan 

(court ordered adverse publicity) perusahaan harus melakukan kegiatan-kegiatan 

pelayanan tertentu kepada masyarakat (community service), dan tindakan disiplin 

terhadap perusahaan yang bersangkutan (punitive injunctive sentences). Fisse dan 

Braithwaite lebih lanjut berpendapat, apabila dapat dibuktikan bahwa timbulnya 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama 

suatu korporasi, maka tidaklah rasional apabila biaya untuk melakukan 

penyelidikan internal atas pertanggungjawaban terhadap kerugian itu dibebankan 

kepada korporasi dan bukan kepada para pembayar pajak pada umumnya. Namun 

demikian, sanksi-sanksi yang ada pada sistem keadilan yang berlaku dalam hukum 

perdata, yaitu denda, pembubaran, demosi, dan membuat malu, mungkin akan 

kurang potensial dibandingkan dengan yang tersedia dalam hukum publik. Akan 

tetapi, menurut Fisse dan Braithwaite, lebih baik membebankan sanksi yang lebih 
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ringan kepada sasaran yang benar daripada membebankan sanksi-sanksi yang lebih 

berat kepada sasaran-sasaran yang keliru.11 

  

 

C. Pengertian Korporasi 

Korporasi merupakan badan usaha yang dikelola dengan baik yang 

bertujuan mencari laba atau keuntungan. Korprasi atau perseroan 

merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Menurut 

Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Kristian, mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan korporasi adalah Badan yang diciptakannya itu terdiri 

dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan 

unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh 

karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali 

penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.12  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang –Undang, atas 

perubahan pasal 1 yang berisi, 

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum.” 

 

                                                           
11 Sutan Remy Sjahdeini.  2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: PT. Grafiti Pers. 

Hlm 78-117. 
12 Zico Junius Fernando. Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasidi 

Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum,  Vol. 29, No.2, hlm 80 (Agustus 2020). 
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a. Pengertian PT 

PT atau Perseroan Terbatas termasuk korporasi yang berbadan 

hukum. PT termasuk korporasi yang merujuk ke bisnis dan bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Perseroan Terbatas atau PT memiliki 

modal usaha yang bersumber dari saham saham yang terkumpul. 

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.13 

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korporasi 

a. Pengertian Pemidanaan Korporasi 

Tindak pidana korporasi atau kejahatan korporasi adalah tindak 

pidana yang dilakukan oleh orang - orang yang ada di dalam korporasi, 

yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi 

korporasi. Dalam pemberian pengertian kejahatan korporasi ini, David 

O. Friedrichs berpendapat bahwa kejahatan korporasi adalah tindak 

pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan 

                                                           
13 Nito Rahmando Wicaksana Putra, Aminah, Mujiono Hafidh Prasetyo, Perubahan Status 

Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT), Notarius, Volume 14 

Nomor hlm 852 – 853 (2021). 
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korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu 

sendiri.14 

Pemidanan terhadap korporasi adalah dimana pemidanaan yang 

dilakukan untuk pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana 

korporasi. Munculnya pemidanaan terhadap korporasi ini karena 

semakin banyak korporasi yang baru sehingga perlu adanya peraturan 

agar menjadi pedoman dalam menjalankan suatu korporasi. Dalam 

pemidanaan korporasi sangatlah harus berhati hati karena seringkali di 

kaitkan dengan uang dalam pemidanaannya dan berdampak sangat luas 

terutama dalam penutupan perusahaan. Dampak ini bukan hanya 

kepada korporasi namun juga masyarakat khususnya bagi pekerja yang 

bisa terancam pemutusan hubungan kerja. 

b. Jenis Jenis dan karakteristik kejahatan korporasi 

Dalam pelanggaran tindak pidana korporasi terdapat beberapa 

karakteristik kejahatan korporasi, Apabila dilihat dari karakteristik, 

terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan 

kejahatan konvensional lainnya, antara lain:  

1. Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui 

dan sering kali para korban pun tidak mengetahu kerugian yang 

dialaminya. 

                                                           
14 Marthin Simangunsong, Sihol Marito Siregar. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang 

Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), 

Volume 02 Nomor 02. hlm 216 (Juli 2021). 
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2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) karena selalu 

berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering 

kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, tekhnologi, financial, legal, 

terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan 

bertahun-tahun.  

3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility) 

yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.  

4. Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization ) 

seperti polusi dan penipuan.  

5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and 

prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang 

antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.  

6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law) yang sering 

menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum. 

7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa 

pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan 

perundang – undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.15 

E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  

a. Pengertian Hakim 

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 

angka 8 dan 9 yaitu,  

                                                           
15 Herlina Manullang. 2020, Riki Yanto Pasaribu. PertanggungJawaban Pidana Korporasi. 

(Medan: LPPM UHN Press). hlm 11 – 12. 
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angka 8, 

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili.”  

angka 9, 

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, 

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini.”16 

  

Jika ditarik kesimpulan hakim merupakan perwakilan atau yang 

mewakili instansi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Hakim 

termasuk pejabat umum yang berwenang untuk pengadilan yang sesuai 

dengan undang undang. Hakim juga melakukan pembuktian, 

pemeriksaan saksi, fakta kejadian dan memutuskan hukuman yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Dasar Pertimbangan Hakim 

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 

dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan 

pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbanagan 

hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 

persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 

harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut 

umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-

barang bukti, dan Pasal Pasal dalam peraturan hukum pidana.17 

                                                           
16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
17 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig , Zainudin. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1. hlm 

210 (Juni 2021). 
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1. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan 

pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan 

oleh undangundang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus 

di muat di dalam putusan. 

2. Pertimbangan Non yuridis  

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada 

diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-

masalah sosial dan struktur masyarakat.18 

Pertimbangan yuridis oleh hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-

fakta yang timbul dalam persidangan. Sebagai berikut: 

1. Surat Dakwaan 

Surat dakwaan adalah dokumen yang berisi tentang tuduhan yang 

ditujukan kepada terdakwa atas dugaan suatu tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa dan surat dakwaan ini adalah langkah 

awal dalam peradilan pidana. Adami Chazawi menyatakan bahwa 

surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum 

berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang 

memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang 

                                                           
18 Raymon Dart Pakpahan , Herlina Manullang, Roida Nababan. Analisis Dasar Pertimbangan 

Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membukalahan Dengan Cara Membakar (Studi 

Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta), Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02. hlm 125 (2019). 
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unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang.19 Ketepatan pasal yang dibuat oleh jaksa penuntut 

umum (JPU) dalam surat dakwaan itu sangat penting karena 

menjadi salah satu pertimbangan hakim.  

2. Tuntutan 

Tuntutan adalah dokumen yang dibuat oleh jaksa penuntut umum 

(JPU) untuk diajukan kepada hakim. Dokumen ini berisi tentang 

permintaan hukuman yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum 

(JPU) dan fakta fakta hukum pada saat pembuktian,setelah 

mempertimbangkan seluruh bukti bukti yang ada dalam 

persidangan. Definisi Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro, 

menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah 

menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya 

kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan 

kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. 20 

Dalam hal ini di atur di dalam KUHAP 182 ayat (1) yang berisi, 

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum 

mengajukan tuntutan pidana”.  

 

                                                           
19 M. Muhibin Asshofa , Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani. Analisis Penetapan Surat 

Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, Al Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, inayah  Vol. 8, 

No. 1. hlm 40 (2022).  
20 Abdurrahim, La Ode Husen & Nur Fadhillah Mappaselleng. Peranan Jaksa Selaku Penuntut 

Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar, . 

Journal of Lex Generalis (JLS), Vol 1 No 1. hlm 107 (2020). 
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Disini dapat disimpulkan jika tuntutan merupakan hal yang sangat 

penting bagi hakim sebagai tolak ukur pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. 

3. Pledoi atau Nota pembelaan 

Pledoi atau Nota pembelaan merupakan hak bagi terdakwa untuk 

mengajukan keberatan. Nota pembelaan bisa disampaikan 

terdakwa sendiri maupun penasehat hukum. Pledoi atau nota 

pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap 

segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar 

mengemukakan halhal yang meringankan atau membenarkan 

dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum.21 

Nota pembelaan atau pledoi di atur di dalam KUHAP pasal 182 

ayat (1) huruf b yang berisi, 

“Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan 

pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan 

ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat 

giliran terakhir”. 

 

Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis 

yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Pertimbangan ini 

terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, 

kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa. Selain itu, pertimbangan 

                                                           
21 Muhammad Helmi. Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And 

Lincoln. Volume 16, Pandecta Research Law Journal,  Number 1. hlm 47 (2021). 
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sosiologis juga tidak lepas dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringkankan terdakwa di persidangan.22 

F. Tinjaìuaìn Umum Lingkungaìn Hidup 

a. Pengertiaìn Lingkungaìn Hidup 

Munadjat Danusapoetro, mengartikan lingkungan hidup sebagai 

semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan 

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan 

jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan 

oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai 

pengertian lingkungan hidup dalam arti luas.23  

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 yaitu,  

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” 

 

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala 

sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki 

hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara 

                                                           
22 Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan 

Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal of Criminal Law, Volume 4 

Nomor 1. hlm 68 (2023). 
23 Saidah., Hukum Pidana Lingkungan. 2021. (Parepare, Sulawesi Selatan, IAIN Parepare 

Nusantara Press) hlm 14 - 15 
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komponen dengan komponen lainnya.24 Jika di tarik kesimpulan maka 

lingkungan hidup mencakup semua benda, kondisi, makhluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya yang ber interaksi mempengaruhi 

keseimbangan. Lingkungan hidup merupakan elemen yang 

mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup serta kesejahteraan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian memerlukan 

pengelolaan yang baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 

b. Pengertian Pencermaran Lingkungan  

Pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau 

berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak 

pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.25 

Negara memberikan peraturan terkait pencemaran lingkungan 

dikarenakan pencemaran ini berdampak kepada makhluk hidup. 

pencemaran lingkungan bisa terjadi dimana saja, pencemaran air, 

pencemaran tanah, limbah pertanian dan limbah rumah tangga.  

Di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 terdapat definisi tentang 

pencemaran lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 28 yaitu,  

“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

                                                           
24 Lusia Indrastuti, Nanik Suhartatik, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Di Kota 

Salatiga, 2020. (Surakarta, Jawa Tengah, Unisri Press). 
25 Nining Yurista Prawitasari, Yulius Andriyanto. Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang 

Disebabkan Limbah Plastik, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3 No. 2. hlm 143 (2022). 
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Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.”  

Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.26 

c. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan upaya terpadu 

dan sistematis untuk menjaga keseimbangan ekosistem ling kungan 

hidup. sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Pasal 1 Angka 2 yaitu,  

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” 

1. Peraturan Tentang (Dumping) Limbah  

Kegiatan ini harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan 

untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

Penempatan limbah atau bahan harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi yang 

tepat. Aspek-aspek ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku 

                                                           
26 Aji Pratama, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan 

Karawang, Jawa Barat, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 11 Nomor 01, hlm 26 

(Juni 2020). 
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untuk memastikan pembuangan yang aman dan bertanggung 

jawab. Penerapan persyaratan yang tepat dalam pembuangan 

limbah dan/atau bahan sangat penting untuk menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. Hal ini dapat membantu mencegah pencemaran 

air, tanah, dan udara, serta melindungi ekosistem dan kesehatan 

manusia.  

Undang-undang yang mengatur perizinan Pembuangan (Dumping) 

Limbah No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup: 

a) Pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4 BAB V, Bagian 2, paragraf 7, 

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal 

atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 

2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau 

rekomendasi UKL-UPL. 

3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan 

kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 

4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

b) Pasal 60 Bab VII, Bagian ketiga, 

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau 

bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. 

c) Pasal 61 ayat 1 dan 2 Bab VII, Bagian Ketiga, 

1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya 

dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. 

Peraturan pengendalian limbah untuk korporasi yaitu UU No. 32 

Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (1) – (7) Bab 7, Bagian kedua, yang berisi 

:  
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(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 

(1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan 

pengelolaan limbah B3. 

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri 

pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada 

pihak lain. 

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib 

mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus 

dipenuhi di kewajiban yang harus dipatuhi pengelo limbah 

B3 dalam izin. 

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Namun, beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 telah 

mengalami perubahan setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

yaitu, 

 

Ketentuan Pasal 59 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 59 

1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib 

melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. 

2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 1 

telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan 

Pengelolaan Limbah B3. 

3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, 

pengelolaannyadiserahkan kepada pihak lain. 

4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha 

atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib 

mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus 
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dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola 

Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan. 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Ketentuan Pasal 61 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 61 

1) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari 

Pemerintah Pusat. 

2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

Dumping/ Pembuangan Limbah atau bahan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

61A Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61A 

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: 

a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, 

memanfaatkan, dan/atau mengolah B3; 

b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, 

memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah 83; 

c. melakukan pembuangan air Limbah ke laut; 

d. melakukan pembuangan air Limbah ke sumber air; 

e. membuang emisi ke udara; dan/atau 

f. memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi ke tanah, yang 

merrrpakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut 

dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. 

2. Fungsi Undang-Undang Lingkungan 

Undang-undang lingkungan memiliki peran yang sangat 

penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain 

menegakkan keadilan lingkungan juga berguna melindungi 

lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun tujuan 

pengelelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. 
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Tujuan pengelolaan lingkungan hidup : 

a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia 

denganlingkungan hidup sebagai bagian tujuan 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya; 

b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara, bijaksana;  

c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina 

lingkungan hidup; 

d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk 

kepentingan generasi sekarang dan mendatang;  

e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar 

wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan.27 

                                                           
27 Wahyu Widodo. 2023. Hukum Lingkungan. (Jakarta: Derma Press 2023) hlm 9 – 10. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu 

pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan. Metode penellitian hukum secara normatif 

secara umum dimaknai sebagai sebuah penelitian yang memfokuskan pada 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.28 

Pemilihan metode normatif didasarkan pada fokus penelitian pada tindak 

pidana lingkungan, khususnya pembuangan limbah B3 tanpa izin, yang 

berujung pada proses pengadilan bagi pelaku berdasarkan Putusan Nomor 

311/Pid.Sus/2022/PN Btm sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dilihat dari sifatnya yang 

deskriptif, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan peneliti 

berusaha untuk menganalisis peristiwa tersebut. Penelitian ini memberikan 

gambaran lengkap mengenai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan 

yang tidak memiliki perizinan untuk membuang limbah B3 dilihat dari 

perspektif hukum pidana lingkungan hidup. 

 

                                                           
28 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta ; Kencana, Hal 55. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari studi literatur dna putusan. Dalam penelitian ini penulis hanya 

menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih 

bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional 

(traktat).29 Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang 

digunakan oleh penulis adalah: 

a. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata 

Cara dan Persyartan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun. 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 

                                                           
29 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. 2020. Metodologi Riset Hukum. Palur ; Oase 

Pustaka, hlm 67. 



37 
 

 
 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang. 

f. Putusan 311/Pid.Sus/2022/PN Batam. 

2. Bahan hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder penulis diperoleh dari studi kepustakaan. 

Bahan-bahan hukum sekunder pada penelitian untuk karya akademik 

yang berupa tesis dan disertasi harus benar-benar selektif, yaitu 

literatur hukum yang berbobot.30 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan sembarangan. 

Terdapat langkah dan teknik yang harus diikuti untuk memastikan data yang 

diperoleh valid dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang kredibel. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. 

Peneliti mempelajari, mengkaji, membaca, dan mencatat berbagai bahan 

hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang 

terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. 

E. Teknis Analisis Data 

                                                           
30 Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.  Pasuruan: CV. Penerbit Qiara 

Media. hlm 90. 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen 

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa 

pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis 

kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada berdasarkan 

fenomena yang terjadi 31  Penelitian hukum normatif bertujuan 

menganalisis asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, 

hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan 

sejarah hukum. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Miza Nina Adlini, dkk. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Jurnal Pendidikan, Vol. 6 

No. 1, 974-980 (Maret 2022). 



 
 

39 
 

BAÌB IV 

HAÌSIL PENELITIAÌN DA ÌN AÌNA ÌLISIS 

 

A. Paìpaìraìn Kaìsus 

Penelitiaìn ini diaìmbil daìri contoh kaìsus paìdaì putusaìn perkaìraì nomor 

311/Pid.Sus/2022/PN Btm yaìng dilaìkukaìn oleh PT. Haìikki Green daìn Yaìng 

diwaìkili oleh pengurus aìtaìu kuaìsaì, bertindaìk untuk daìn aìtaìs naìmaì PT. 

Haìikki Green yaìitu  Fraìnsiskus Xaìverius melaìkukaìn tindaìkaìn dumping 

limbaìh B3 daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin. Dimaìnaì 

limbaìh B3 di golongkaìn limbaìh yaìng berbaìhaìyaì.  

Daìlaìm putusaìn tersebut terdaìpaìt bentuk penegaìkaìn hukum yaìitu 

pidaìnaì dendaì 250.000.000 (duaì raìtus limaì puluh jutaì rupiaìh) jikaì dendaì 

tersebut tidaìk dibaìyaìrkaìn daìlaìm waìktu 3 bulaìn maìkaì aìkaìn dilaìkukaìn 

peraìmpaìsaìn  haìrtaì kekaìyaìaìn Terdaìkwaì PT. Haìikki Green daìn Personil 

Pengendaìli Korporaìsi yaìkni Fraìnsiskus Xaìverius selaìku Direktur PT. Haìikki 

Green daìn jikaì penjuaìlaìn haìrtaì kekaìyaìaìn milik korporaìsi daìn personil 

pengendaìli korporaìsi yaìng diraìmpaìs tidaìk mencukupi, maìkaì digaìnti pidaìnaì 

kurungaìn penggaìnti dendaì dijaìtuhkaìn kepaìdaì Fraìnsiskus Xaìverius (Direktur 

PT. HAÌIKKI Green) sebaìgaìi Personil Pengendaìli Korporaìsi selaìmaì 3 (tigaì) 

bulaìn dengaìn memperhitungkaìn dendaì yaìng telaìh dibaìyaìr.  

Pidaìnaì taìmbaìhaìn melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn di lokaìsi 

kaìwaìsaìn KPLIB3 dengaìn dimensi 3.600 m2 selaìmaì 6 (enaìm) bulaìn daìn 

waìjib mengurus izin, izin lingkungaìn, izin tempaìt penyimpaìnaìn sementaìraì, 
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izin pemaìnfaìaìtaìn limbaìh daìn izin dumpung. Laìlu haìrus membuaìtkaìn 

penempaìtaìn sementaìraì. Daìlaìm putusaìn nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm 

perkaìraì pidaìnaì menjaìtuhkaìn putusaìn kepaìdaì terdaìkwaì : 

a. IDENTITAÌS TERDAÌKWA Ì 

Pengaìdilaìn Negeri Baìtaìm yaìng mengaìdili perkaìraì pidaìnaì dengaìn aìcaìraì 

pemeriksaìaìn biaìsaì daìlaìm Peraìdilaìn tingkaìt pertaìmaì menjaìtuhkaìn 

putusaìn  

sebaìgaìi berikut daìlaìm perkaìraì Terdaìkwaì : 

1. Naìmaì lengkaìp  : PT Haìikki Green; 

2. AÌktaì Pendiriaìn  : Notaìris Yondri, SH Noor 269 

taìnggaìl 18 Desember Taìhun 2004 

“AÌktaì Notaìris Yondri Daìrto, SH 

Nomor 269” taìnggaìl 18 

Desember 2004 “aìktaì Pendiriaìn 

Perseroaìn Terbaìtaìs PT. Haìikki 

Green; 

3. Tempaìt Kedudukaìn  : Kotaì Baìtaìm; 

4. Jenis/Bidaìng Usaìhaì  : Pengelolaìaìn Limbaìh B3; 

5. Tempaìt tinggaìl  : Raìyaì Pelaìbuhaìn Kaìbil, Kaìwaìsaìn 

Pengelolaìaìn Limbaìh Industri 

Kaìbil (KPLI-B3 Kaìbil) No. 25 

Keluraìhaìn Kaìbil, Kecaìmaìtaìn 
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Nongsaì Kotaì Baìtaìm, Provinsi 

Riaìu; 

6. Taìndaì Daìftaìr PT  : 041017403557; 

7. NPWP  : 02..437.271.6-215.000; 

Yaìng diwaìkili oleh pengurus aìtaìu kuaìsaì, bertindaìk untuk daìn aìtaìs naìmaì 

PT. Haìikki Green, Yaìitu: 

Naìmaì lengkaìp  : Fraìnsiskus Xaìverius; 

Tempaìt laìhir  : Woloronaì; 

Umur/Taìnggaìl laìhir  : 44 Taìhun/ 03 A Ìgustus 1978; 

Jenis kelaìmin  : Laìki-laìki; 

Kebaìngsaìaìn  : Indonesiaì; 

Tempaìt tinggaìl  : DIP Blok AÌnyelir Rt/Rw 002/015 

Kel. Kaìbil Kec. Nongsaì Kotaì 

Baìtaìm Provinsi, Kepulaìuaìn Riaìu 

Nik. 2171040308780008 Hp. 

081275070726; 

AÌgaìmaì  : Khaìtolik; 

Pekerjaìaìn  : Direktur Utaìmaì PT. Haìikki 

Green; 

b. PAÌRA Ì PIHA ÌK 

Terdaìkwaì : Pt. Haìikki Green Daìlaìm haìl ini 

diwaìkili oleh Fraìnsiskus Xaìverius 

Maìjelis Haìkim Ketuaì : Baìmbaìng Trikoro, S.H, M.Hum. 
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Haìkim AÌnggotaì : 1. Yudith Wiraìwaìn, S.H., M.H. 

2. Twis Retno Ruswaìndaìri, S.H. 

Paìniteraì Penggaìnti : Baìmbaìng Faìjaìr Maìrwaìnto, S.H., 

M.H. 

 

Saìksi – Saìksi :  

1. Haìry Nugroho (Pegaìwaìi Negeri 

Sipil di Kaìntor Kementeriaìn 

Lingkungaìn Hidup daìn 

Kehutaìnaìn). 

2. Raìmaìdhaìnil (Kaìryaìwaìn di PT. 

Haìikki Green). 

3. Kurniaìwaìn Chaìng (Maìntaìn 

Direktur Utaìmaì PT Haìikki 

Green). 

4. AÌgus Rony Waìhyudi (HRD PT. 

Inti Dutaì Suryaì). 

5. Turyaìwaìn A Ìrdi (AÌSN paìdaì 

kementeriaìn Lingkungaìn Hidup 

daìn Kehutaìnaìn) 

6. Hermaìn (Pemegaìng Saìhaìm) 

7. Kisno (Pemegaìng Saìhaìm) 

8. Susilo (Pemegaìng Saìhaìm) 

9. Heri Susaìnto (Pemegaìng 

Saìhaìm) 

Saìksi AÌhli : 1. Haìsaìn Nurdin 

  2. Ir. Eddy Soentjaìhjo, MT 

c. Duduk Perkaìraì 

 Baìhwaì iaì Terdaìkwaì PT Haìikki Green ya ìng diwaìkili oleh Sdr. 

Fraìnsiskus Xaìverius selaìku Direktur Utaìmaì paìdaì taìhun 2008 saìmpaìi 

dengaìn 2019 sekiraì jaìm 12.00 Wib aìtaìu setidaìk-tidaìknyaì paìdaì waìktu 

sekitaìr itu daìlaìm bulaìn taìhun 2008 saìmpaìi dengaìn 2019, bertempaìt di 
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kaìwaìsaìn Pengelolaì Limbaìh Industri B3 Kaìbil, aìtaìu setidaìk-tidaìknyaì 

paìdaì tempaìt tertentu yaìng maìsih termaìsuk daìlaìm wilaìyaìh hukum 

Pengaìdilaìn Negeri Baìtaìm yaìng berwenaìng memeriksaì daìn mengaìdili 

perkaìraì tersebut, Setiaìp oraìng yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh 

daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin.  

 Baìwaì sejaìk taìhun 2007 Terdaìkwaì PT Haìikki Green menyimpaìn 

Limbaìh B3 berupaì limbaìh kegiaìtaìn pengelaìsaìn (Welding) aìtaìu limbaìh 

kaìrbid, memiliki kaìpaìsitaìs 10.500 m3 dengaìn luaìs 3.500 m2 yaìng 

berlokaìsi di kaìwaìsaìn KPLIB3, Baìtaìm (15c) (paìnaìh meraìh dengaìn Izin 

Maìsaì simpaìn limbaìh B3 kaìrbid 1 (saìtu) taìhun yaìng selaìnjutnyaì waìjib 

diolaìh daìn Maìsaì berlaìku izin 3 (tigaì) taìhun sejaìk taìhun 2007, 

selaìnjutnyaì Terdaìkwaì PT Haìikki Green tidaìk mengelolaì lebih laìnjut 

limbaìh B3 kaìrbidnyaì yaìng telaìh disimpaìn paìdaì taìhun 2007 haìnyaì 

disimpaìn saìjaì (melebihi maìsaì simpaìn saìtu taìhun), naìmun Terdaìkwaì PT 

Haìikki Green maìsih mengaìngkut daìn menyimpaìn laìgi limbaìh B3 kaìrbid 

daìri PT Inti Dutaì Suryaì, PT Naìtionaìl Industriaìl Gaìses Indonesiaì daìn PT 

Sinbaì Industries saìmpaìi dengaìn taìhun 2010, selaìnjutnyaì paìdaì taìhun 

2010 s/d 2014, PT Naìtaìrindo memintaì limbaìh kaìrbid PT Haìikki Green 

untuk diekspor ke Maìlaìysiaì sebaìnyaìk ± 2.000 ton, kaìrenaì maìsih aìdaì 

ruaìng di kaìpaìl yaìng mengaìngkut limbaìh kaìrbid milik PT Naìtaìrindo.  

 Limbaìh kaìrbid yaìng tersisaì sebaìnyaìk ± 17.000 ton tidaìk 

dikelolaì lebih laìnjut daìn haìnyaì disimpaìn di lokaìsi penyimpaìnaìn limbaìh 

B3 PT Haìikki Green kemudiaìn sekitaìr taìhun 2012-2013 Direksi PT. 
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Haìkiki Green mengaìdaìkaìn meeting, paìdaì meeting tersebut saìksi 

Kurniaìwaìn (Ex. Direktur Haìkiki Green) mengusulkaìn secaìraì lisaìn 

kepaìdaì pemegaìng saìhaìm Saìksi Hermaìn Saìksi Susilo, Saìksi Kisno, Saìksi 

Hery Susaìnto untuk mengekspor limbaìh B3 kaìrbid ke Maìlaìysiaì, naìmun 

Saìksi Hermaìn Saìksi Susilo, Saìksi Kisno, Saìksi Hery Susaìnto menolaìk 

dengaìn aìlaìsaìn biaìyaì tinggi, sehinggaì timbunaìn limbaìh B3 semaìkin 

bertaìmbaìh, di laìhaìn terbukaì taìnpaì memiliki izin dengaìn kondisi tinggi 

timbunaìn ± 7 m daìn volume ± 12.000 -13.000 m3 Selaìnjutnyaì di 

kaìrenaìkaìn PT Haìikki Green tidaìk menyeraìhkaìn (pengelolaìaìn lebih 

laìnjut) limbaìh B3 kaìrbid yaìng telaìh disimpaìn kepaìdaì pengelolaì limbaìh 

B3 yaìng berizin kaìrenaì keterbaìtaìsaìn biaìyaì maìkaì PT Haìikki Green 

berupaìyaì untuk pemaìnfaìaìtaìn sendiri, kemudiaìn paìdaì taìnggaìl 28 

September 2018 Terdaìkwaì PT Haìikki Green dengaìn penaìggung Jaìwaìb 

Fraìnsiskus Xaìverius sebaìgaìi Direktur Utaìmaì berdaìsaìrkaìn AÌktaì Notaìris 

Maìrcus Gunaìwaìn SH., MKn Nomor : 130 taìnggaìl 25 Oktober 2018 

“Risaìlaìh Raìpaìt Umum Pemegaìng Saìhaìm Luaìr Biaìsaì PT Haìikki Green” 

dikenaìkaìn Saìnksi A Ìdministraìtif Paìksaìaìn Pemerintaìh daìri KLHK, yaìng 

mewaìjibkaìn : 

a. Mengaìngkaìt daìn membersihkaìn limbaìh B3 berupaì kaìrbid di 

lokaìsi kaìwaìsaìn KPLIB3 paìling laìmaì 90 haìri; 

b. Melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn di lokaìsi kaìwaìsaìn 

KPLIB3 dengaìn dimensi 3.600 m2 paìling laìmaì 90 haìri kaìlender 
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  Paìdaì 27 Maìret 2019 Pejaìbaìt Pengaìwaìs Lingkungaìn Hidup, 

KLHK kembaìli melaìkukaìn pengaìwaìsaìn penaìaìtaìn pelaìksaìnaìaìn 

saìnksi aìdministraìsi, naìmun Terdaìkwaì PT Haìikki Green tidaìk 

melaìksaìnaìkaìn saìnksi aìdministraìsi daìn terkeseaìn mengaìbaìikaìn 

saìnksi tersebut dikaìrenaìkaìn di lokaìsi penyimpaìnaìn Maìsih 

aìdaìnyaì timbunaìn limbaìh B3 kaìrbid sebaìnyaìk 15.815,808 ton daìn 

PT Haìikki Green belum melaìkukaìn pemulihaìn fungsi 

lingkungaìn. Perbuaìtaìn yaìng dilaìkukaìn terdaìkwaì ini merupaìkaìn 

pencemaìraìn lingkungaìn kaìrenaì melaìkukaìn dumping limbaìh 

taìnpaì izin. Perbuaìtaìn ini merupaìkaìn tindaìk pidaìnaì daìn terdaìkwaì 

diaìncaìm dengaìn Paìsaìl 104, Jo paìsaìl 116 aìyaìt (1) huruf aì jo paìsaìl 

118 jo paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng No.32 Taìhun 2009 tentaìng 

Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup. 

d. DAÌKWA ÌA ÌN 

Berdaìsaìrkaìn putusaìn dengaìn nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm 

tentaìng dumping limbaìh B3 taìnpaì izin Pengaìdilaìn Negri Baìtaìm, baìhwaì 

Terdaìkwaì telaìh didaìkwaì oleh Penuntut Umum dengaìn daìkwaìaìn tunggaìl 

sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìlaìm Paìsaìl 104 Jo paìsaìl 116 aìyaìt (1) huruf aì jo 

paìsaìl 118 jo paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng No. 32 Taìhun 2009 tentaìng 

Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup yaìng unsur-unsurnyaì 

aìdaìlaìh sebaìgaìi berikut : 

“Setiaìp Oraìng Yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh daìn/aìtaìu baìhaìn ke 

mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin” 
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e.  TUNTUTAÌN 

Berikut tuntutaìn yaìng diaìjukaìn jaìksaì penuntut umum daìlaìm putusaìn 

nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm : 

1. Menyaìtaìkaìn Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI GREEN DAÌLA ÌM HAÌL INI 

DIWAÌKILI OLEH FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS terbukti secaìraì saìh daìn 

meyaìkinkaìn bersaìlaìh melaìkukaìn tindaìk pidaìnaì “Melaìkukaìn dumping 

limbaìh daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin” 

sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìn diaìncaìm daìlaìm Paìsaìl 104 jo. Paìsaìl 116 aìyaìt (1) 

huruf aì jo. Paìsaìl 118 jo. Paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng No.32 Taìhun 2009 

tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup daìkwaìaìn 

Penuntut Umum daìlaìm suraìt daìkwaìaìn;  

2. Menjaìtuhkaìn pidaìnaì : 

- Pidaìnaì dendaì sebesaìr Rp 500.000.000 ,- (limaì raìtus jutaì rupiaìh) 

dengaìn ketentuaìn daìlaìm haìl Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI GREEN tidaìk 

maìmpu membaìyaìr Pidaìnaì Dendaì tersebut digaìnti dengaìn 

Peraìmpaìsaìn Haìrtaì Kekaìyaìaìn Milik Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI 

GREEN daìn Personil Pengendaìli Korporaìsi yaìkni FRA ÌNSISKUS 

XAÌVERIUS selaìku Direktur PT. HAÌIKKI GREEN yaìng nilaìinyaì 

saìmaì dengaìn putusaìn pidaìnaì dendaì yaìng dijaìtuhkaìn daìlaìm jaìngkaì 

waìktu selaìmbaìt-laìmbaìtnyaì 6 (enaìm) bulaìn setelaìh terdaìpaìt putusaìn 

haìkim yaìng berkekuaìtaìn hukum tetaìp (in kraìcht vaìn gewijsde). 

Daìlaìm haìl penjuaìlaìn haìrtaì kekaìyaìaìn milik korporaìsi daìn Personil 

Pengendaìli Korporaìsi yaìng diraìmpaìs tidaìk mencukupi, maìkaì 
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pidaìnaì kurungaìn penggaìnti dendaì dijaìtuhkaìn terhaìdaìp 

FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS (Direktur PT. HAÌIKKI GREEN) 

sebaìgaìi Personil Pengendaìli Korporaìsi selaìmaì 6 (enaìm) Bulaìn 

dengaìn memperhitungkaìn dendaì yaìng telaìh dibaìyaìr. 

- Pidaìnaì Taìmbaìhaìn; 

Menjaìtuhkaìn pidaìnaì taìmbaìhaìn terhaìdaìp PT. HAÌIKKI GREEN 

aìntaìraì laìin sebaìgaìi berikut :  

1) Perbaìikaìn lingkungaìn di sekitaìr lokaìsi PT. HAÌIKKI GREEN 

aìkibaìt tindaìk pidaìnaì dengaìn caìraì melaìkukaìn pengaìngkaìtaìn 

daìn  pembersihaìn membersihkaìn limbaìh B3 berupaì 

timbunaìn limbaìh kaìrbid sebaìnyaìk 15.815,808 ton daìn 

mengeluaìrkaìn limbaìh B3 tersebut daìri daìlaìm lokaìsi PT. 

HAÌIKKI GREEN untuk diseraìhkaìn kepaìdaì pihaìk ketigaì 

yaìng berizin; 

2) Melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn di lokaìsi kaìwaìsaìn 

KPLIB3 dengaìn dimensi 3.600 m2; 

3) Mengurus perizinaìn yaìng terkaìit pengelolaìaìn lingkungaìn 

hidup : izin lingkungaìn, izin tempaìt penyimpaìnaìn 

sementaìraì, izin pemaìnfaìaìtaìn limbaìh daìn izin dumping; 

4) Membuaìt tempaìt penyimpaìn sementaìraì (TPS) daìn 

menempaìtkaìn limbaìh B3 kedaìlaìm TPS. 

3. Menyaìtaìkaìn bukti sebaìgaìi berikut 

1. Baìraìng bukti saìmpel: 
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No. Kode saìmpel Titik Kordinaìt Lokaìsi 

Jenis 

Limbaìh 

Volu

me 

Jumlaìh 

1. HG-1 

N:1⁰ 3’619.6’’ 

E:104⁰ ,8’063’

’ 

AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol N:1⁰ 3’622.6’’ 

E:104⁰ ,8’069’

’ 

2. HG-2 

N :1⁰ 3’613’’ 

E:104⁰ ,8’062’

’ 
AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’611’’ 

E:104⁰ ,8’047’

’ 

N: 

1⁰ 3’622.6’’ 

E:104⁰ ,8’042’

’ 

3. HG-3 

N : 1⁰ 3’603’’ 

E : 

104⁰ ,8’059 

AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’605’’ 

E:104⁰ ,8’076’

’ 

N :1⁰ 3’600’’ 

E:104⁰ ,8’075’

’ 

N : 1⁰ 3’600’’ 

E:104⁰ ,8’079’

’ 

4. HG-4 
N : 1⁰ 3’618’’ 

E:104⁰ ,8’061’

’ 

AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

Limbaìh 

Fly AÌsh & 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 
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N : 1⁰ 3’636’’ 

E:104⁰ ,8’067’

’ 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Bottom 

AÌsh 

N : 1⁰ 3’616’’ 

E:104⁰ ,8’060’

’ 

5. HG-AÌ 
N:01⁰ 03’36.6’ 

E:104⁰ ,08’03.

2’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Terkontaìm

inaìsi 

limbaìh B3 

berupaì 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

6. HG-B 
N:01⁰ 03’37.5’ 

E:104⁰ ,08’03.

3’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Terkontaìm

inaìsi 

limbaìh B3 

berupaì 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

7. HG-C 

N:01⁰ 03’46.4

” 

E:104⁰ ,07’56.

0’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Pemaìndin

g 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

Di raìmpaìs untuk dimusnaìhkaìn 

2. Baìraìng bukti dokumen 

NO

. 
URAÌIA ÌN JUMLAÌH 

1. Saìlinaìn dokumen Upaìyaì Pengelolaìaìn Lingkungaìn (UKL) daìn 

Upaìyaì Pemaìntaìuaìn Lingkungaìn (UPL) PT Haìikki Green 

Oktober 2011 

1 

Dokumen 
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2. Saìlinaìn dokumen Notaìris Yondri Daìrto, S.H. Nomor. 269 

taìnggaìl 18 Desember 2004 tentaìng A Ìktaì Pendiriaìn Perseroaìn 

terbaìtaìs PT Haìikki Green 

1 

Dokumen 

3. Saìlinaìn dokumen nomo: 159/DLH/REKOM.UKL-UPL/2017 

taìnggaìl 23 A Ìgustus 2017 perihaìl Rekomendaìsi Persetujuaìn 

UKL-UPL aì.n PT. Haìikki Green 

1 

Dokumen 

4. Saìlinaìn dokumen keputusaìn Waìlikotaì Baìtaìm nomor: 

209/IL/DPMPTSP-BTM/IX/2017 tentaìng izinlingkungaìn aìtaìs 

rencaìnaì kegiaìtaìn pengaìngkut, pengumpul, pengelolaì daìn 

pemaìnfaìaìt Limbaìh Baìhaìn Berbaìhaìyaì daìn Beraìcun (B3) jenis 

paìdaìt, caìir, daìn sludge taìnggaìl 7 September 2017 

1 

Dokumen 

5. Saìlinaìn dokumen Notaìris Maìrkus Gunaìwaìn, S.H., M.Kn., 

Nomor. 56 taìnggaìl 3 Oktober 2014 tentaìng AÌktaì juaìl beli daìn 

pemindaìhaìn haìk aìtaìs saìhaìm 

1 

Dokumen 

6. Saìlinaìn dokumen Notaìris Reinwaìrd, S.H. Nomor. 9 taìnggaìl 22 

September 2010 ‘Raìpaìt umum Pemegaìng Saìhaìm Luaìr Biaìsaì 

1 

Dokumen 

7. Saìlinaìn sesuaìi dengaìn aìslinyaì dokumen “Haìzaìrdous Waìste 

Maìnifest” aìtaìu dokumen limbaìh B3 dengaìn nomor: JL-0000604 

tentaìng penyeraìhaìn limbaìh B3 (Limbaìh Kaìrbid) daìri PT Sinbaì 

Technology Industries ke PT Haìikki Green 

1 

Dokumen 

8. Saìlinaìn sesuaìi dengaìn aìslinyaì dokumen “Haìzaìrdous Waìste 

Maìnifest” aìtaìu dokumen limbaìh B3 dengaìn nomor: JL-0000857 

taìngaìl 23 AÌgustus 2010 tentaìng penyeraìhaìn limbaìh B3 

(Limbaìh Kaìrbid) daìri PT Sinbaì Technology Industries ke PT 

Haìikki Green 

1 

Dokumen 

9. Saìlinaìn beritaì aìcaìraì pengaìwaìsaìn penaìaìtaìn perizinaìn 

lingkungaìn hidup baìlaìi pengaìmaìnaìn daìn penegaìkaìn hukum 

lingkungaìn hidup daìn kehutaìnaìn wilaìyaìh Sumaìteraì 

Kementeriaìn Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn, taìnggaìl 2 

Desember 2017 

1 

Dokumen 
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10. Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì pengaìmbilaìn foto daìn video taìnggaìl 2 

Desember 2017 

1 

Dokumen 

11. Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìwaìsaìn Penaìaìtaìn Lingkungaìn Hidup 

taìnggaìl 20 Juli 2018 

1 

Dokumen 

12. Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìmbilaìn foto/video taìnggaìl 20 Juli 

2018 

1 

Dokumen 

13. Saìlinaìn Keputusaìn Menteri Lingkungaìn Hidup daìn kehutaìnaìn 

Republik Indonesiaì SK.6321/Menlhk 

PHLHK/PPSAÌ/GKM.0/9/2018 tentaìng Peneraìpaìn Saìnksi 

AÌdministraìtif Paìksaìaìn Pemerintaìh kepaìdaì {PT Haìiki Green 

taìnggaìl 28 September 2018 

1 

Dokumen 

14. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìwaìsaìn Penaìaìtaìn Pelaìksaìnaìaìn 

Saìnksi AÌdministraìtif taìnggaìl 27 Maìret 2019 

1 

Dokumen 

Terlaìmpir daìlaìm berkaìs perkaìraì 

 

4. Menetaìpkaìn aìgaìr Terdaìkwaì membaìyaìr biaìyaì perkaìraì sebesaìr Rp. 

5.000,- (limaì ribu rupiaìh); 

 

f. KETERAÌNGA ÌN SAÌKSI 

1. Haìry Nugroho, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì meneraìngkaìn 

sebaìgaìi berikut : 

- Baìhwaì Saìksi bekerjaì sebaìgaìi Pegaìwaìi Negeri Sipil di Kaìntor 

Kementeriaìn Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn;  

- Baìhwaì tugaìs daìn taìnggung jaìwaìb Saìksi sebaìgaìi Pengaìwaìs 

Lingkungaìn Hidup berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 74 aìyaìt (1) Undaìng-

Undaìng Nomor 32 taìhun 2009 tentaìng Perlindungaìn daìn 

Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup yaìitu melaìkukaìn Pemaìntaìuaìn, 

memintaì keteraìngaìn, membuaìt Saìlinaìn daìri dokumen daìn/aìtaìu 

membuaìt caìtaìtaìn yaìng diperlukaìn, memaìsuki tempaìt tertentu, 

memotret, membuaìt rekaìmaìn aìudio visuaìl, mengaìmbil saìmpel, 

memeriksaì peraìlaìtaìn, memeriksaì instaìlaìsi daìn/aìtaìu aìlaìt 

traìnsportaìsi, daìn/aìtaìu menghentikaìn pelaìnggaìraìn tertentu; 
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- Baìhwaì PT Haìiki Green bergeraìk di bidaìng Pengaìngkutaìn, 

Pengumpul, Pengelolaì daìn Pemaìnfaìaìtaìn Limbaìh B3 jenis paìdaìt, 

caìir daìn sludge PT Haìikki Green melaìkukaìn penyimpaìnaìn 

limbaìh B3 berupaì limbaìh kaìrbid yaìng aìkaìn di maìnfaìaìtkaìn 

menjaìdi baìtaìko; 

- Baìhwaì PT. Haìikki Green aìdaì memiliki ijin di Baìtaìm untuk 

pengelolaìaìn limbaìh; 

- Baìhwaì Saìksi melaìkukaìn kegiaìtaìn pengaìwaìsaìn paìdaì taìnggaìl 19 

AÌgustus 2019 di PT. Haìikki Green yaìng beraìdaì di Raìyaì 

Pelaìbuhaìn Kaìbil, Kaìwaìsaìn Pengelolaìaìn Limbaìh Industri Kaìbil 

(KPLI-B3-Kaìbil) No. 25 Keluraìhaìn Kaìbil Kecaìmaìtaìn Nongsaì 

Kotaì Baìtaìm daìn Saìksi bertemu dengaìn direktur utaìmaìnyaì yaìitu 

Fraìnsiskus Xaìverius daìn yaìng di temukaìn paìdaì saìaìt pengaìwaìsaìn 

baìhwaì PT Haìikki Green maìsih melaìkukaìn penyimpaìnaìn limbaìh 

B3 berupaì kaìrbid (kode B356-1) sejaìk taìhun 2007 saìmpaìi dengaìn 

taìhun 2010 dengaìn maìsaì simpaìn saìtu taìhun, naìmun saìmpaìi 

dengaìn sekaìraìng (saìaìt pemeriksaìaìn TKP) limbaìh B3 tersebut 

maìsih aìdaì, dengaìn kondisi tinggi timbunaìn & 7 m daìn volume £ 

12.000 - 13.000 m3 yaìng belum dilaìkukaìn pemaìnfaìaìtaìn; 

- Baìhwaì PT Haìikki Green melaìkukaìn pengelolaìaìn limbaìh kaìrbit 

dengaìn menyimpaìnnyaì terlebih daìhulu di aìreaì penyimpaìnaìn 

kemudiaìn memaìnfaìaìtkaìnnyaì menjaìdi baìtaìko; 

- Baìhwaì Limbaìh kaìrbit beraìsaìl daìri industri pengelaìsaìn (welding) 

di wilaìyaìh Kotaì Baìtaìm yaìitu PT Inti Dutaì Suryaì, PT NIGI daìn 

PT Simbaì Industri; 

- Baìhwaì PT Haìikki Green daìpaìt dikaìtegorikaìn melaìkukaìn 

dumping limbaìh B3 berupaì limbaìh kaìrbid daìn waìjib memiliki 

Izin Dumping / Penimbunaìn LB3 yaìng dikeluaìrkaìn oleh Menteri 

LHK daìn PT Haìikki Green tidaìk memiliki izin 

dumping/penimbunaìn ke taìnaìh daìri Kementeriaìn LHK; 

- Baìhwaì PT Haìikki Green telaìh diberikaìn saìnksi aìdministraìsi 

Paìksaìaìn Pemerintaìh daìri Menteri Negaìraì Lingkungaìn Hidup daìn 

Kehutaìnaìn Nomor: SK.6321/Menlhk-

PHLHK/PPSAÌ/GKM.0/9/2018 taìnggaìl 28 September 2018 yaìng 

saìlaìh saìtu kewaìjibaìnnyaì aìdaìlaìh “Mengaìngkaìt daìn 

membersihkaìn limbaìh B3 berupaì kaìrbid (B356-1) di lokaìsi 

Kaìwaìsaìn Pengelolaì Limbaìh Industri B3 Kaìbil daìn melaìkukaìn 

pemulihaìn fungsi lingkungaìn di lokaìsi Kaìwaìsaìn Pengelolaì 

Limbaìh Industri B3 Kaìbil dengaìn dimensi luaìs 3.600 m3; 

- Terhaìdaìp keteraìngaìn Saìksi, Terdaìkwaì memberikaìn pendaìpaìt 

membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn ; 

2. Raìmaìdhaìnil, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì meneraìngkaìn sebaìgaìi 

berikut : 

- Baìhwaì Saìksi bekerjaì di PT. Haìikki Green sejaìk taìnggaìl 15 

November 2017; 
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- Baìhwaì Saìksi bekerjaì sebaìgaìi kaìryaìwaìn di baìgiaìn operaìsionaìl 

laìpaìngaìn khususnyaì Produksi Recycle Kaìrbid; 

- Baìhwaì PT Haìiki Green bergeraìk di bidaìng Pengaìngkutaìn, 

Pengumpul, Pengelolaì daìn Pemaìnfaìaìtaìn Limbaìh B3 jenis 

paìdaìt, caìir daìn sludge PT Haìikki Green melaìkukaìn 

penyimpaìnaìn limbaìh B3 berupaì limbaìh kaìrbid yaìng aìkaìn di 

maìnfaìaìtkaìn menjaìdi baìtaìko; 

-  Baìhwaì limbaìh B3 yaìng diterimaì PT. Haìikki Green aìdaìlaìh 

limbaìh Kaìrbid, naìmun sejaìk Saìksi maìsuk paìdaì Taìhun 2017, 

perusaìhaìaìn sudaìh tidaìk melaìkukaìn pengumpulaìn limbaìh 

Kaìrbid. Sumber limbaìh Kaìrbid beraìsaìl daìri 3 perusaìhaìaìn 

yaìitu PT Nigi, PT STI daìn PT IDS; 

- Baìhwaì berdaìsaìrkaìn dokumen milik perusaìhaìaìn, paìdaì 

aìwaìlnyaì PT Haìikki Green membuaìt kolaìm penaìmpung 

limbaìh B3 dengaìn luaìs 3600 m2 daìn kedaìlaìmaìn 5 m dengaìn 

diaìlaìsi oleh laìpisaìn HDPE di sekeliling kolaìm daìn membuaìt 

saìluraìn draìinaìse yaìng menuju baìk control. Saìaìt ini kondisi 

kolaìm penaìmpung sudaìh penuh daìn timbul ke aìtaìs dengaìn 

ketinggiaìn 3 - 4 meter daìn sejaìk taìhun 2017, PT Haìikki Green 

tidaìk melaìkukaìn kegiaìtaìn pengumpulaìn limbaìh B3; 

- Baìhwaì PT. Haìikki Green tidaìk memiliki Izin Pembuaìngaìn 

(Dumping) limbaìh B3 berupaì limbaìh Kaìrbid; 

- Baìhwaì PT. Haìikki Green tidaìk memiliki paìnduaìn pengelolaìaìn 

limbaìh B3 secaìraì tertulis (SOP); 

- Baìhwaì yaìng bertaìnggung jaìwaìb aìdaìlaìh Direktur Utaìmaì PT 

Haìikki Green periode taìhun 2005 s/d sekaìraìng, yaìitu: 

1. Tuaìn Ir. Kurniaìwaìn Chaìng selaìku Direktur Utaìmaì PT. 

Haìikki Green periode 2005 — 2014; 

2. Tuaìn Saìmin selaìku Direktur Utaìmaì PT. Haìikki Green 

periode 27 Jaìnuaìri — 11 Juli 2014; 

3. Tuaìn Usmaìn selaìku Direktur Utaìmaì PT. Haìikki Green 

periode 2014 – 2016; 

4. Ibu Leni Puspitaì Saìri selaìku Direktur PT. Haìikki 

Green periode 2016 — 2018; 

5. Tuaìn Fraìnsiskus Xaìverius selaìku Direktur Utaìmaì PT. 

Haìikki Green periode 2018 - saìaìt ini; 

- Terhaìdaìp keteraìngaìn Saìksi, Terdaìkwaì memberikaìn pendaìpaìt 

membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn; 

3. Kurniaìwaìn Chaìng, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì meneraìngkaìn 

sebaìgaìi berikut:  

- Baìhwaì Saìksi bekerjaì sebaìgaìi Direktur Utaìmaì PT Desaì AÌir 

Caìrgo daìn Tugaìs daìn taìnggung jaìwaìb Saìksi aìdaìlaìh 

bertaìnggung jaìwaìb terhaìdaìp seluruh kegiaìtaìn daìn Menyusun 

rencaìnaì-rencaìnaì straìtegis perusaìhaìaìn;  
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- Baìhwaì berdaìsaìrkaìn AÌkte Pendiriaìn daìn AÌktaì Perubaìhaìn PT 

Haìikki Green Saìksi menjaìbaìt sebaìgaìi Direktur Utaìmaì PT 

Haìikki Green sejaìk taìhun 2004 saìmpaìi dengaìn taìhun 2014;  

- Baìhwaì sesuaìi dengaìn AÌktaì Pendiriaìn nomor 269 taìnggaìl 18 

Desember 2004, PT. Haìikki Green berdiri paìdaì taìhun 2004. 

PT Haìikki Green bergeraìk di bidaìng pengelolaìaìn limbaìh B3 

untuk kegiaìtaìn Pengumpulaìn & Pemaìnfaìaìtaìn limbaìh B3 

berupaì limbaìh kaìrbid. Staìtus permodaìlaìnnyaì aìdaìlaìh PMDN;  

- Baìhwaì Sejaìk taìhun 2007 s/d 2010 kegiaìtaìn PT Haìikki Green 

aìdaìlaìh Pengumpulaìn Limbaìh B3 untuk limbaìh kaìrbid, paìdaì 

taìhun 2010 s/d 2014 PT Haìikki Green tidaìk melaìkukaìn 

kegiaìtaìn kaìrenaì maìsih menunggu izin pemaìnfaìaìtaìn limbaìh 

B3 untuk limbaìh kaìrbid daìri KLHK. Paìdaì taìhun 2014 Saìksi 

mengundurkaìn diri daìri PT. Haìikki Green;  

- Baìhwaì Izin Penyimpaìnaìn Sementaìraì LB3 PT Haìikki Green 

haìbis maìsaì berlaìkunyaì paìdaì taìhun 2010, PT Haìikki Green 

tidaìk memperpaìnjaìng laìgi Izin Penyimpaìnaìn Sementaìraì 

LB3;  

- Baìhwaì Saìksi secaìraì lisaìn mengusulkaìn kepaìdaì pemegaìng 

saìhaìm PT Haìikki Green aìgaìr limbaìh Kaìrbid yaìng sudaìh 

dikumpulkaìn sebelumnyaì untuk di ekspor ke Negaìraì 

Maìlaìysiaì, naìmun pemegaìng saìhaìm tidaìk setuju sehinggaì 

limbaìh kaìrbid maìsih tersimpaìn di lokaìsi penyimpaìnaìn PT 

Haìikki Green saìmpaìi dengaìn saìaìt Saìksi mengundurkaìn diri 

daìri PT Haìikki Green (taìhun 2014) 

- Baìhwaì Pemegaìng saìhaìm PT Haìikki Green tidaìk setuju 

aìpaìbilaì limbaìh Kaìrbid di ekspor ke Negaìraì Maìlaìysiaì kaìrenaì 

membutuhkaìn biaìyaì yaìng cukup besaìr; 

- Baìhwaì Paìdaì taìhun 2007 s/d 2010, limbaìh kaìrbid 

dikumpulkaìn di lokaìsi yaìng mempunyaìi Izin 

Penyimpaìnaìn/Penempaìtaìn Limbaìh B3 yaìng dikeluaìrkaìn 

oleh KLH. Limbaìh kaìrbid yaìng dikumpulkaìn sebaìnyaìk 

kuraìng lebih 19.000 ton; 

- Baìhwaì paìdaì taìhun 2010 s/d 2014, PT Naìtaìrindo memintaì 

limbaìh kaìrbid PT Haìikki Green untuk diekspor ke Maìlaìysiaì 

sebaìnyaìk & 2.000 ton, kaìrenaì maìsih aìdaì ruaìng di kaìpaìl yaìng 

mengaìngkut limbaìh kaìrbid milik PT Naìtaìrindo. Limbaìh 

kaìrbid yaìng tersisaì sebaìnyaìk & 17.000 ton tidaìk dikelolaì 

lebih laìnjut daìn haìnyaì disimpaìn di lokaìsi penyimpaìnaìn 

limbaìh B3 PT Haìikki Green. Paìdaì saìaìt itu Saìksi jugaì 

mengusulkaìn aìgaìr PT Haìikki Green mencaìri aìlternaìtive 

cleaìn up dengaìn mengeekspor limbaìh kaìrbid ke Maìlaìysiaì, 

naìmun ditolaìk oleh pemegaìng saìhaìm PT Haìikki Green; 

- BaìhwaìSepengetaìhuaìn Saìksi yaìng melaìkukaìn penempaìtaìn / 

pembuaìngaìn limbaìh B3 berupaì limbaìh Kaìrbid di laìhaìn 

terbukaì di aìreaì kegiaìtaìn PT Haìikki Green paìdaì taìhun 2007 
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s/d 2010 aìdaìlaìh PT Haìikki Green sendiri sesuaìi dengaìn Izin 

Penyimpaìnaìn Sementaìraì LB3 yaìng dimilikinyaì; 

- Baìhwaì yaìng bertaìnggung jaìwaìb terhaìdaìp seluruh kegiaìtaìn 

PT Haìikki Green aìdaìlaìh Direktur Utaìmaì PT Haìikki Green; 

- Terhaìdaìp keteraìngaìn Saìksi, Terdaìkwaì memberikaìn pendaìpaìt 

membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn; 

4. AÌgus Rony Waìhyudi, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì meneraìngkaìn 

sebaìgaìi berikut:  

- Baìhwaì Saìksi bekerjaì di PT. Inti Dutaì Suryaì sebaìgaìi staìff di 

baìgiaìn HRD Saìksi bertaìnggung jaìwaìb terhaìdaìp kaìryaìwaìn, 

baìgiaìn persuraìtaìn, maìsaìlaìh teknis lingkungaìn daìn 

pengurusaìn BPJS Ketenaìgaìrkerjaìaìn daìn BPJS Kesehaìtaìn;  

- Baìhwaì PT Inti Dutaì Suryaì bergeraìk di bidaìng pengolaìhaìn 

gaìs aìlaìm berupaì A Ìcetylene, Oksigen, Nitrogen & A Ìrgon;  

- Baìhwaì Sejaìk Taìhun 2009 s/d pertengaìhaìn 2011, Limbaìh 

Kaìrbid disimpaìn di TPS LB3 yaìng berizin kemudiaìn 

diaìngkut daìn diseraìhkaìn kepaìdaì PT Haìikki Green selaìku 

pengumpul limbaìh B3 yaìng berizin;  

- Baìhwaì Sejaìk Taìhun 2009 s/d pertengaìhaìn 2011, Limbaìh 

Kaìrbid disimpaìn di TPS LB3 yaìng berizin kemudiaìn 

diaìngkut daìn diseraìhkaìn kepaìdaì PT Haìikki Green selaìku 

pengumpul limbaìh B3 yaìng berizin;  

- Baìhwaì PT Inti Dutaì Suryaì belum pernaìh melaìkukaìn 

pengecekaìn kepaìdaì PT Haìikki Green terkaìit dengaìn 

pengelolaìaìn limbaìh kaìrbid yaìng sudaìh diseraìhkaìn;  

- Baìhwaì PT Haìikki Green tidaìk pernaìh mengirimkaìn laìporaìn 

haìsil pengeloaìaìn limbaìh kaìrbid kepaìdaì PT Inti Dutaì Suryaì;  

- Terhaìdaìp keteraìngaìn Saìksi, Terdaìkwaì memberikaìn pendaìpaìt 

membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn; 

5. Turyaìwaìn A Ìrdi, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì meneraìngkaìn 

sebaìgaìi berikut::  

- Baìhwaì Saìksi merupaìkaìn AÌSN paìdaì kementeriaìn 

Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn;  

- Baìhwaì Tugaìs Saìksi sebaìgaìi kaìsubdit Saìnksi AÌdministraìsi 

paìdaì Direktoraìt Pengaìduaìn, Pengaìwaìsaìn daìn saìnksi 

AÌdministraìsi Kementeriaìn Lingkungaìn Hidup daìn 

Kehutaìnaìn yaìitu bertugaìs peneraìpaìn saìnksi AÌdministraìsi 

terhaìdaìp penaìnggung jaìwaìb usaìhaì/kegiaìtaìn; 

- Baìhwaì Yaìng bisaì dikenaìkaìn saìnksi aìdaìlaìh Penaìnggung 

jaìwaìb usaìhaì daìn/aìtaìu kegiaìtaìn yaìng kegiaìtaìnnyaì berpotensi 

menghaìsilkaìn daìmpaìk lingkungaìn daìn waìjib melaìkukaìn 

pengelolaìaìn lingkungaìn hidup; 

- Baìhwaì Jaìngkaì waìktu proses penerbitaìn saìnksi aìdministraìtif 

selaìmaì #14 haìri kerjaì. Jaìngkaì waìktu melaìkukaìn kewaìjibaìn 

daìlaìm raìngkaì penghentiaìn pelaìnggaìraìn yaìng terjaìdi daìn 

melaìkukaìn upaìyaì perbaìikaìn dilihaìt daìri bentuk pelaìnggaìraìn 
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daìn kebutuhaìn, contoh aìpaìbilaì terkaìit pelaìnggaìraìn 

pembuaìtaìn tempaìt penyimpaìnaìn limbaìh baìhaìn berbaìhaìyaì 

daìn beraìcun (baìngunaìn) maìkaì kaìmi berikaìn waìktu -# 60 

haìri, daìn aìpaìbilaì terkaìit pelaìnggaìraìn tidaìk memiliki izin 

pembuaìngaìn limbaìh caìir, maìkaì kaìmi berikaìn waìktu #45 

haìri; 

- Baìhwaì PT haìiiki Green memiliki Izin Penyimpaìnaìn Limbaìh 

B3 berupaì limbaìh kegiaìtaìn pengelaìsaìn (welding) aìtaìu 

limbaìh kaìrbid kepaìdaì PT Haìikki Green daìri Menteri Negaìraì 

Lingkungaìn Hidup Nomor: 578 Taìhun 2007 taìnggaìl 28 

Desember 2007 dengaìn maìsaì simpaìn 1 (saìtu) taìhun daìn 

waìktu berlaìku izin penyimpaìnaìn 3 (tigaì) taìhun; 

- Baìhwaì Berdaìsaìrkaìn pemeriksaìaìn TKP paìdaì bulaìn Desember 

2019, Tim PPNS LHK menemukaìn aìdaìnyaì timbunaìn limbaìh 

B3 berupaì kaìrbid yaìng disimpaìn sejaìk taìhun 2006 s/d 2010 

dengaìn kondisi tinggi timbunaìn & 7 m daìn volume & 12.000 

— 13.000 m3 yaìng tidaìk dilaìkukaìn pengelolaìaìn lebih laìnjut; 

- Baìhwaì PPLH Baìlaìi Gaìkum Wilaìyaìh Sumaìteraì melaìkukaìn 

pengaìwaìsaìn izin terhaìdaìp penaìnggung jaìwaìb usaìhaì daìn/aìtaìu 

kegiaìtaìn daìn haìsil pengaìwaìsaìn direkomendaìsikaìn untuk 

pengenaìaìn saìnksi aìdministraìtif dengaìn perintaìh aìtaìu 

kewaìjibaìn sebaìgaìi berikut: 

a. Mengaìngkaìt daìn membersihkaìn limbaìh B3 berupaì 

kaìrbid di lokaìsi Kaìwaìsaìn Pengelolaì Limbaìh Industri 

B3 Kaìbil, 

b. Melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn di lokaìsi 

Kaìwaìsaìn Pengelolaì Limbaìh Industri B3 Kaìbil: 

c. Melaìksaìnaìkaìn kewaìjibaìn pengelolaìaìn limbaìh B3, 

aìntaìraì laìin: 

1) Memiliki baìngunaìn pengumpulaìn limbaìh B3: 

2) Menguji limbaìh B3 yaìng dimaìnfaìaìtkaìn daìn 

produk baìtaìko haìsil pemaìnfaìaìtaìn: 

3) Mencegaìh terjaìdinyaì tumpaìhaìn limbaìh yaìng 

dikumpulkaìn: 

4) Pengujiaìn limbaìh B3 yaìng aìkaìn dimaìnfaìaìtkaìn 

(kaìrbid): 

d. Melaìksaìnaìkaìn kewaìjibaìn yaìng dimuaìt daìlaìm izin 

lingkungaìn, aìntaìraì laìin pengelolaìaìn limbaìh domestik.  

Tindaìk laìnjut haìsil pengaìwaìsaìn terhaìdaìp PT Haìikki 

Green berupaì peneraìpaìn saìnksi aìdministraìtive 

berdaìsaìrkaìn Keputusaìn Menteri Lingkungaìn Hidup 

daìn Kehutaìnaìn Nomor SK.6321/Menlhk-

PHLHK/PPSAÌ/GKM.0/9/2018 tentaìng Peneraìpaìn 

Saìnksi AÌdministraìtif Paìksaìaìn Pemerintaìh kepaìdaì PT 

Haìikki Green  
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- Baìhwaì saìmpaìi dengaìn saìaìt ini saìnksi aìdministraìtive 

terhaìdaìp PT Haìikki Green belum dicaìbut, aìrtinyaì kewaìjibaìn 

aìtaìu perintaìh belum selesaìi dilaìksaìnaìkaìn;  

- Terhaìdaìp keteraìngaìn Saìksi, Terdaìkwaì memberikaìnpendaìpaìt 

membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn ;  

g. Keteraìngaìn AÌhli 

1. Haìsaìn Nurdin, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì meneraìngkaìn 

sebaìgaìi berikut:  

- Baìhwaì Jaìbaìtaìn AÌhli aìdaìlaìh Kepaìlaì Seksi Penimbunaìn 

Limbaìh B3 paìdaì Direktoraìt Verifikaìsi Pengelolaìaìn 

Limbaìh B3 daìn Limbaìh Non B3 Kementeriaìn Lingkungaìn 

Hidup daìn Kehutaìnaìn daìn Tugaìs daìn taìnggung jaìwaìb AÌhli 

melaìksaìnaìkaìn penyiaìpaìn perumusaìn, pelaìksaìnaìaìn, 

koordinaìsi daìn sinkronisaìsi kebijaìkaìn, bimbingaìn teknis, 

evaìluaìsi bimbingaìn teknis daìn supervisi pelaìksaìnaìaìn 

urusaìn di daìeraìh bidaìng penimbunaìn limbaìh berbaìhaìyaì 

daìn beraìcun;  

- Baìhwaì sesuaìi dengaìn nomenklaìtur Peraìturaìn Pemerintaìh 

yaìng baìru terbit daìpaìt diberikaìn berupaì persetujuaìn tekn 

daìn suraìt kelaìyaìkaìn operaìsionaìl (SLO) dengaìn memenuhi 

syaìraìt yaìng diaìtur daìlaìm paìsaìl 382 aìyaìt (2) Peraìturaìn 

Pemerintaìh Nomor 22 taìhun 2021 tentaìng 

Penyelenggaìraìaìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup;  

- Baìhwaì Peraìturaìn mengenaìi izin penimbunaìn/dumping 

limbaìh B3 ke taìnaìh diaìtur paìdaì Paìsaìl 366 saìmpaìi dengaìn 

Paìsaìl 389 Peraìturaìn Pemerintaìh Nomor 22 Taìhun 2021 

tentaìng Penyelenggaìraìaìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup. 

Berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 382 aìyaìt (2) berisi : 'Penimbun Limbaìh 

B3 mengaìjukaìn  permohonaìn Persetujuaìn Teknis 

Pengelolaìaìn Limbaìh B3 kepaìdaì Menteri dilengkaìpi 

dengaìn persyaìraìtaìn;  

- Baìhwaì PT Haìikki Green telaìh melaìkukaìn penempaìtaìn 

Limbaìh B3 tetaìpi tidaìk sesuaìi aìturaìn yaìng berlaìku, kaìrenaì 

kegiaìtaìn penempaìtaìn/penimbunaìn Limbaìh B3 tidaìk sesuaìi 

dengaìn Peraìturaìn Pemerintaìh Nomor 101 Taìhun 2014 

tentaìng Pengelolaìaìn Limbaìh B3 daìn Peraìturaìn Menteri 

LHK Nomor P.63 Taìhun 2016 tentaìng Persyaìraìtaìn daìn 

Taìtaì Caìraì Penimbunaìn Limbaìh Baìhaìn Berbaìhaìyaì daìn 

Beraìcun di Faìsilitaìs Penimbusaìn AÌkhir; 

- Baìhwaì berdaìsaìrkaìn daìtaì permohonaìn izin di KLHK PT 

Haìikki Green belum pernaìh mengaìjukaìn permohonaìn izin 

Pengelolaìaìn Limbaìh B3 untuk kegiaìtaìn Penimbunaìn 

Limbaìh B3 kepaìdaì Menteri LHK; 

- Baìhwaì Menteri Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn belum 

menerbitkaìn Persetujuaìn Teknis daìn Suraìt Kelaìyaìkaìn 
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Operaìsionaìl (SLO Pengelolaìaìn Limbaìh B3 untuk kegiaìtaìn 

Penimbunaìn Limbaìh B3 berupaì kaìrbid kepaìdaì PT 

HAÌIKKI GREEN daìn berdaìsaìrkaìn daìtaì permohonaìn izin 

di KLHK PT Haìikki Green belum pernaìh mengaìjukaìn 

permohonaìn Persetujuaìn Teknis daìn Suraìt Kelaìyaìkaìn 

Operaìsionaìl (SLO) Pengelolaìaìn Limbaìh B3 untuk kegiaìtaìn 

Penimbunaìn Limbaìh B3 kepaìdaì Menteri LHK; 

- Baìhwaì Kegiaìtaìn penempaìtaìn/ Penimbunaìn Limbaìh B3 

yaìng dilaìkukaìn oleh PT HAÌIKKI GREEN tidaìk sesuaìi 

aìturaìn yaìng berlaìku yaìitu Peraìturaìn Pemerintaìh Nomor 

101 Taìhun 2014 tentaìng Pengelolaìaìn Limbaìh B3 daìn 

Peraìturaìn Menteri LHK Nomor P.63 Taìhun 2016 tentaìng 

Persyaìraìtaìn daìn Taìtaì Caìraì Penimbunaìn Limbaìh Baìhaìn 

Berbaìhaìyaì daìn Beraìcun di Faìsilitaìs Penimbusaìn AÌkhir. 

Haìl ini bertentaìngaìn dengaìn Undaìng-Undaìng Nomor 32 

Taìhun 2009 tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn 

Linngkungaìn Hidup; 

- Baìhwaì PT Haìikki Green telaìh melaìkukaìn kegiaìtaìn 

penempaìtaìn/pembuaìngaìn (dumping) Limbaìh B3 saìtu 

taìhun setelaìh maìsaì berlaìku maìsaì simpaìn limbaìh B3 

tersebut, kaìrenaì sesuaìi kronologi yaìng disaìmpaìikaìn oleh 

Penyidik kepaìdaì kaìmi baìhwaì sudaìh kuraìng lebih 12 taìhun 

PT Haìikki Green telaìh menyimpaìn Limbaìh B3 tersebut di 

TPS taìnpaì aìdaì pengelolaìaìn lebih laìnjut baìik oleh PT 

Haìikki Green maìupun diseraìhkaìn kepaìdaì pihaìk ketigaì 

yaìng telaìh mendaìpaìtkaìn Persetujuaìn Teknis daìn/ aìtaìu 

Persetujuaìn Berusaìhaì Pengelolaìaìn Limbaìh B3 daìri 

Menteri; 

- Baìhwaì PT Haìikki Green telaìh melaìkukaìn kegiaìtaìn 

penempaìtaìn/pembuaìngaìn (dumping) Limbaìh B3 Kaìrbid 

sejaìk taìhun 2008 saìmpaìi kegiaìtaìn ini dihentikaìn oleh yaìng 

berwenaìng, kaìrenaì PT Haìikki Green tidaìk melaìkukaìn 

kegiaìtaìn Pengelolaìaìn Limbaìh B3 laìnjutaìn terhaìdaìp 

Limbaìh B3 Kaìrbid yaìng telaìh merekaì simpaìn di TPS nyaì; 

- Baìhwaì Izin Penyimpaìnaìn Sementaìraì Nomor : 578 Taìhun 

2007 taìnggaìl 28 Desember 2007 dengaìn maìsaì simpaìn saìtu 

taìhun daìn maìsaì berlaìku izin 3 taìhun aìdaìlaìh izin 

menyimpaìn dengaìn maìsaì berlaìku 3 (tigaì) taìhun daìn daìpaìt 

diperpaìnjaìng sertaì maìsaì simpaìn seluruh Limbaìh B3 yaìng 

disimpaìn aìdaìlaìh 1 (saìtu) taìhun. Kewaìjibaìn pemegaìng izin 

TPS aìdaìlaìh waìjib melaìkukaìn pengelolaìaìn lebih laìnjut baìik 

oleh sendiri maìupun diseraìhkaìn kepaìdaì pihaìk ketigaì 

berizin sebelum maìsaì simpaìn melebihi 1 (saìtu) taìhun daìn 

melaìporkaìn secaìraì berkaìlaì kegiaìtaìn penyimpaìnaìn tersebut 

termaìsuk neraìcaì Limbaìh B3 yaìng telaìh disimpaìn daìn yaìng 

telaìh dikelolaì lebih laìnjut kepaìdaì Menteri, Gubernur daìn 
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Bupaìti/ Waìlikotaì daìn Izin Pengelolaìaìn Limbaìh Berbaìhaìyaì 

daìn Beraìcun untuk kegiaìtaìn Pemaìnfaìaìtaìn Limbaìh B3 aìtaìs 

naìmaì PT Haìikki Green Nomor : SK-

60/MENLHK/SETJEN/PSLB.1/1/2016 taìnggaìl 27 Jaìnuaìri 

2016, aìdaìlaìh izin yaìng diberikaìn oleh Menteri kepaìdaì 

penghaìsil daìn/ aìtaìu Pemaìnfaìaìt daìpaìt diberikaìn izin 

Pemaìnfaìaìtaìn Limbaìh B3 baìik daìri Limbaìh B3 yaìng 

dihaìsilkaìnnyaì sendiri aìtaìupun Limbaìh B3 yaìng dihaìsilkaìn 

oleh penghaìsil laìin, dengaìn maìsaì berlaìku 5 (limaì) taìhun 

daìn daìpaìt diperpaìnjaìng. Pemegaìng izin Pemaìnfaìaìtaìn 

Limbaìh B3 ini jugaì waìjib melaìporkaìn secaìraì berkaìlaì 

kegiaìtaìn Pemaìnfaìaìtaìn Limbaìh B3 yaìng telaìh 

dilaìkukaìnnyaì kepaìdaì Menteri, Gubernur daìn Bupaìti/ Waìli 

kotaì; 

- Terhaìdaìp keteraìngaìn AÌhli, Terdaìkwaì memberikaìn 

pendaìpaìt membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn ; 

2. Ir. Eddy Soentjaìhjo, MT, di baìwaìh sumpaìh paìdaì pokoknyaì 

meneraìngkaìn sebaìgaìi berikut: 

- Baìhwaì saìmpel limbaìh paìdaìt berupaì kaìrbid tersebut maìsuk 

kaìtegori limbaìh B3 daìn taìnaìh terkontaìminaìsi mengaìndung 

limbaìh B3 sebaìgaìimaìnaì menurut PP No 101 taìhun 2014 

tentaìng Pengelolaìaìn Limbaìh Baìhaìn Berbaìhaìyaì daìn 

Beraìcun paìdaì laìmpiraìn | dinyaìtaìkaìn baìhwaì limbaìh kaìrbit 

yaìng beraìsaìl daìri kegiaìtaìn industri gaìs termaìsuk limbaìh B3 

dengaìn kaìtegori baìhaìyaì 2, dengaìn Kode Industri 56 daìn 

Kode Limbaìh B356-1 (saìaìt ini PP 101 tersebut sudaìh 

dicaìbut, digaìnti PP 22/2021, Laìmpiraìn IX, Taìbel 3, Kode 

Limbaìh B356-1). Oleh kaìrenaì itu diperlukaìn pengelolaìaìn 

limbaìh B3 yaìng tepaìt untuk menghindaìri kontaìminaìsi paìdaì 

maìnusiaì daìn lingkungaìn sekitaìr; 

- Baìhwaì Lingkungaìn telaìh rusaìk daìn/aìtaìu tercemaìr aìkibaìt 

dumping limbaìh B3 berupaì kaìrbid taìnpaì izin Berdaìsaìr 

haìsil uji laìb tersebut, taìmpaìk kaìndungaìn baìsaì kuaìt 

Caì(OH)2 saìngaìt tinggi paìdaì mediaì lingkungaìn taìnaìh 

(193.000 mg/kg), jaìuh di aìtaìs taìnaìh pembaìnding (190 

mg/kg), sehinggaì taìnaìh sekitaìr terbukti mengaìlaìmi 

kerusaìkaìn lingkungaìn; 

- Baìhwaì Membuaìng/menempaìtkaìn limbaìh B3 berupaì 

kaìrbid taìnpaì izin, melaìnggaìr peraìturaìn perundaìng-

undaìngaìn yaìng berlaìku, yaìkni yaìkni UU32/2009 tentaìng 

Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup, Paìsaìl 

104; 

- Baìhwaì Daìmpaìk jaìngkaì pendek, keberaìdaìaìn baìsaì kuaìt 

Caì(OH)2 daìlaìm jumlaìh  besaìr dengaìn pH tinggi (212) aìkaìn 

meningkaìtkaìn pH lingkungaìn taìnaìh/aìir taìnaìh daìn aìir 

permukaìaìn di lingkungaìn sekitaìr, yaìng menggaìnggu pH 
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normaìl lingkungaìn taìnaìh daìn aìir aìntaìraì 6 - 9. Daìlaìm 

jaìngkaì paìnjaìng pH yaìng tinggi daìn tidaìk normaìl tersebut 

aìkaìn mengaìncaìm kehidupaìn maìkhluk hidup berukuraìn 

kecil di lingkungaìn tersebut; 

-  Baìhwaì yaìng haìrus dilaìkukaìn terhaìdaìp limbaìh sisaì kaìrbid 

yaìng telaìh di-dumping di mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì 

izin aìdaìlaìh segeraì memindaìhkaìn limbaìh tersebut ke tempaìt 

penyimpaìnaìn sementaìraì (TPS) limbaìh B3 berizin (secaìraì 

teknis memenuhi syaìraìt, aì.I: bebaìs daìri terkontaìk aìir hujaìn, 

bebaìs taìmpiaìs aìir hujaìn daìn bebaìs baìnjir. Segeraì laìkukaìn 

kegiaìtaìn pemaìnfaìaìtaìn sisaì kaìrbid (berizin), kaìluaìr 

memaìng maìu dimaìnfaìaìtkaìn sesuaìi SNI (misaìl: untuk 

baìtaìko aìtaìu baìhaìn baìku semen), aìtaìu segeraì seraìhkaìn ke 

pihaìk ketigaì berizin yaìng maìmpu melaìkukaìn pengelolaìaìn 

limbaìh B3 sisaì kaìrbid lebih laìnjut dengaìn baìik daìn benaìr; 

- Baìhwaì Memperbaìiki mediaì taìnaìh yaìng tercemaìr dengaìn 

caìraì melaìkukaìn netraìlisaìsi pH menggunaìkaìn prinsip 

mineraìlisaìsi aìsaìm-baìsaì paìdaì taìnaìh sekitaìr. Sedaìngkaìn 

untuk memperbaìiki mediaì aìir/aìir taìnaìh yaìng tercemaìr bisaì 

saìngaìt sulit baìhkaìn seringkaìli mustaìhil dilaìkukaìn, biilaì aìir 

lindi yaìng mengaìndung baìsaì kuaìt Caì(OH)2 aìkibaìt 

timbunaìn terbukaì sisaì kaìrbid yaìng terkontaìk aìir hujaìn 

sepaìnjaìng taìhun selaìmaì bertaìhun-taìhun tersebut sudaìh 

terlepaìs ke lingkungaìn, kemudiaìn terbaìwaì aìrus aìir hujaìn 

ke draìinaìse menuju ke lingkungaìn aìir permukaìaìn yaìng 

lebih luaìs, raìwaì, terus ke laìut. Tentu saìngaìt mustaìhil untuk 

bisaì menaìngkaìpnyaì Kembaìli; 

- Terhaìdaìp keteraìngaìn AÌhli, Terdaìkwaì memberikaìn 

pendaìpaìt membenaìrkaìn daìn tidaìk keberaìtaìn ; 

 

 

 

 

 

h. Baìraìng Bukti 

1. Baìraìng Bukti Saìmpel 

No. Kode saìmpel Titik Kordinaìt Lokaìsi 

Jenis 

Limbaìh 

Volu

me 

Jumlaìh 

1. N:1⁰ 3’619.6’’ Limbaìh 
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HG-1 

E:104⁰ ,8’063’

’ 
AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 
N:1⁰ 3’622.6’’ 

E:104⁰ ,8’069’

’ 

2. HG-2 

N :1⁰ 3’613’’ 

E:104⁰ ,8’062’

’ 
AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’611’’ 

E:104⁰ ,8’047’

’ 

N: 

1⁰ 3’622.6’’ 

E:104⁰ ,8’042’

’ 

3. HG-3 

N : 1⁰ 3’603’’ 

E : 

104⁰ ,8’059 

AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’605’’ 

E:104⁰ ,8’076’

’ 

N :1⁰ 3’600’’ 

E:104⁰ ,8’075’

’ 

N : 1⁰ 3’600’’ 

E:104⁰ ,8’079’

’ 

4. HG-4 

N : 1⁰ 3’618’’ 

E:104⁰ ,8’061’

’ 
AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Fly AÌsh & 

Bottom 

AÌsh 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’636’’ 

E:104⁰ ,8’067’

’ 

N : 1⁰ 3’616’’ 

E:104⁰ ,8’060’

’ 
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5. HG-AÌ 
N:01⁰ 03’36.6’ 

E:104⁰ ,08’03.

2’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Terkontaìm

inaìsi 

limbaìh B3 

berupaì 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

6. HG-B 
N:01⁰ 03’37.5’ 

E:104⁰ ,08’03.

3’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Terkontaìm

inaìsi 

limbaìh B3 

berupaì 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

7. HG-C 

N:01⁰ 03’46.4

” 

E:104⁰ ,07’56.

0’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Pemaìndin

g 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

 

2. Baìraìng Bukti Dokumen 

NO

. 
URAÌIA ÌN JUMLAÌH 

1. 

Saìlinaìn dokumen Upaìyaì Pengelolaìaìn Lingkungaìn (UKL) daìn 

Upaìyaì Pemaìntaìuaìn Lingkungaìn (UPL) PT Haìikki Green 

Oktober 2011 

1 

Dokumen 

2. 

Saìlinaìn dokumen Notaìris Yondri Daìrto, S.H. Nomor. 269 

taìnggaìl 18 Desember 2004 tentaìng A Ìktaì Pendiriaìn Perseroaìn 

terbaìtaìs PT Haìikki Green 

1 

Dokumen 

3. 
Saìlinaìn dokumen nomo: 159/DLH/REKOM.UKL-UPL/2017 

taìnggaìl 23 A Ìgustus 2017 perihaìl Rekomendaìsi Persetujuaìn 

1 

Dokumen 
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UKL-UPL aì.n PT. Haìikki Green 

4. 

Saìlinaìn dokumen keputusaìn Waìlikotaì Baìtaìm nomor: 

209/IL/DPMPTSP-BTM/IX/2017 tentaìng izinlingkungaìn aìtaìs 

rencaìnaì kegiaìtaìn pengaìngkut, pengumpul, pengelolaì daìn 

pemaìnfaìaìt Limbaìh Baìhaìn Berbaìhaìyaì daìn Beraìcun (B3) jenis 

paìdaìt, caìir, daìn sludge taìnggaìl 7 September 2017 

1 

Dokumen 

5. 

Saìlinaìn dokumen Notaìris Maìrkus Gunaìwaìn, S.H., M.Kn., 

Nomor. 56 taìnggaìl 3 Oktober 2014 tentaìng AÌktaì juaìl beli daìn 

pemindaìhaìn haìk aìtaìs saìhaìm 

1 

Dokumen 

6. 
Saìlinaìn dokumen Notaìris Reinwaìrd, S.H. Nomor. 9 taìnggaìl 22 

September 2010 ‘Raìpaìt umum Pemegaìng Saìhaìm Luaìr Biaìsaì 

1 

Dokumen 

7. 

Saìlinaìn sesuaìi dengaìn aìslinyaì dokumen “Haìzaìrdous Waìste 

Maìnifest” aìtaìu dokumen limbaìh B3 dengaìn nomor: JL-0000604 

tentaìng penyeraìhaìn limbaìh B3 (Limbaìh Kaìrbid) daìri PT Sinbaì 

Technology Industries ke PT Haìikki Green 

1 

Dokumen 

8. 

Saìlinaìn sesuaìi dengaìn aìslinyaì dokumen “Haìzaìrdous Waìste 

Maìnifest” aìtaìu dokumen limbaìh B3 dengaìn nomor: JL-0000857 

taìngaìl 23 AÌgustus 2010 tentaìng penyeraìhaìn limbaìh B3 

(Limbaìh Kaìrbid) daìri PT Sinbaì Technology Industries ke PT 

Haìikki Green 

1 

Dokumen 

9. 

Saìlinaìn beritaì aìcaìraì pengaìwaìsaìn penaìaìtaìn perizinaìn 

lingkungaìn hidup baìlaìi pengaìmaìnaìn daìn penegaìkaìn hukum 

lingkungaìn hidup daìn kehutaìnaìn wilaìyaìh Sumaìteraì 

Kementeriaìn Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn, taìnggaìl 2 

Desember 2017 

1 

Dokumen 

10. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì pengaìmbilaìn foto daìn video taìnggaìl 2 

Desember 2017 

1 

Dokumen 

11. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìwaìsaìn Penaìaìtaìn Lingkungaìn Hidup 

taìnggaìl 20 Juli 2018 

1 

Dokumen 
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12. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìmbilaìn foto/video taìnggaìl 20 Juli 

2018 

1 

Dokumen 

13. 

Saìlinaìn Keputusaìn Menteri Lingkungaìn Hidup daìn kehutaìnaìn 

Republik Indonesiaì SK.6321/Menlhk 

PHLHK/PPSAÌ/GKM.0/9/2018 tentaìng Peneraìpaìn Saìnksi 

AÌdministraìtif Paìksaìaìn Pemerintaìh kepaìdaì {PT Haìiki Green 

taìnggaìl 28 September 2018 

1 

Dokumen 

14. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìwaìsaìn Penaìaìtaìn Pelaìksaìnaìaìn 

Saìnksi AÌdministraìtif taìnggaìl 27 Maìret 2019 

1 

Dokumen32 

 

i. AÌmaìr Putusaìn 

  Memperhaìtikaìn, Paìsaìl 104, Jo paìsaìl 116 aìyaìt (1) huruf aì jo 

paìsaìl 118 jo paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng No.32 Taìhun 2009 tentaìng 

Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup daìn Undaìng-

Undaìng Nomor 8 Taìhun 1981 tentaìng Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum 

AÌcaìraì Pidaìnaì sertaì ketentuaìn-ketentuaìn hukum laìin yaìng berkaìitaìn 

dengaìn perkaìraì ini; 

M E N G AÌ D I L I 

1. Menyaìtaìkaìn Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI GREEN Yaìng Diwaìkili 

Oleh Pengurus AÌtaìu Kuaìsaì Yaìitu FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS 

telaìh terbukti secaìraì saìh daìn meyaìkinkaìn bersaìlaìh melaìkukaìn 

tindaìk pidaìnaì “melaìkukaìn dumping limbaìh ke mediaì lingkungaìn 

hidup taìnpaì izin” ; 

                                                           
32 Putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm. 
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2. Menjaìtuhkaìn pidaìnaì : 

- kepaìdaì Terdaìkwaì oleh kaìrenaì itu dengaìn pidaìnaì dendaì 

sebesaìr Rp. 250.000.000,00 (duaì raìtus limaì puluh jutaì rupiaìh) 

dengaìn ketentuaìn aìpaìbilaì Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI GREEN 

Yaìng Diwaìkili Oleh Pengurus AÌtaìu Kuaìsaì Yaìitu 

FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS tidaìk membaìyaìr dendaì tersebut 

daìlaìm jaìngkaì waìktu 3 (tigaì) bulaìn sejaìk putusaìn maìjelis 

haìkim berkekuaìtaìn tetaìp (inkraìcht) maìkaì digaìnti dengaìn 

peraìmpaìsaìn haìrtaì kekaìyaìaìn Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI GREEN 

daìn Personil Pengendaìli Korporaìsi yaìkni FRA ÌNSISKUS 

XAÌVERIUS selaìku Direktur PT. HAÌIKKI GREEN daìn jikaì 

penjuaìlaìn haìrtaì kekaìyaìaìn milik korporaìsi daìn Personil 

Pengendaìli Korporaìsi yaìng diraìmpaìs tidaìk mencukupi, maìkaì 

digaìnti pidaìnaì kurungaìn penggaìnti dendaì dijaìtuhkaìn kepaìdaì 

FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS (Direktur PT. HAÌIKKI GREEN) 

sebaìgaìi Personil Pengendaìli Korporaìsi selaìmaì 3 (tigaì) bulaìn 

dengaìn memperhitungkaìn dendaì yaìng telaìh dibaìyaìr; 

- Pidaìnaì Taìmbaìhaìn; 

Menjaìtuhkaìn pidaìnaì taìmbaìhaìn terhaìdaìp PT. HAÌIKKI 

GREEN aìntaìraì  

laìin:  

1) Perbaìikaìn lingkungaìn dengaìn caìraì pemulihaìn 

lingkungaìn di sekitaìr lokaìsi PT. HAÌIKKI 
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GREEN sesuaìi Keputusaìn Menteri Lingkungaìn 

Hidup daìn Kehutaìnaìn Nomor : 

S.1474/MENLHKPSLB3/PKTDLB3/PB.4/8/2

020 taìnggaìl 19 AÌgustus 2020, Haìl : Persetujuaìn 

Dokumen Rencaìnaì Pemulihaìn Fungsi 

Lingkungaìn Hidup aìtaìs naìmaì PT. Haìikki Green 

daìlaìm waìktu 6 (enaìm) bulaìn kaìlender terhitung 

sejaìk Putusaìn ini berkekuaìtaìn hukum tetaìp; 

2) Melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn di 

lokaìsi kaìwaìsaìn KPLIB3 dengaìn dimensi 3.600 

m2; 

3) Setelaìh Melaìksaìnaìkaìn pemulihaìn lingkungaìn 

selaìmaì 6 (enaìm) bulaìn kaìlender tersebut, PT. 

Haìikki Green waìjib Mengurus perizinaìn yaìng 

terkaìit pengelolaìaìn lingkungaìn hidup : izin 

lingkungaìn, izin tempaìt penyimpaìnaìn 

sementaìraì, izin pemaìnfaìaìtaìn limbaìh daìn izin 

dumping; 

4) Membuaìt tempaìt penyimpaìn sementaìraì (TPS) 

daìn menempaìtkaìn limbaìh B3 kedaìlaìm TPS; 

3. Membebaìnkaìn biaìyaì perkaìraì kepaìdaì Terdaìkwaì sejumlaìh 

Rp5.000,- (limaì ribu rupiaìh). 
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B. Pertaìnggung Jaìwaìbaìn Pidaìnaì Terhaìdaìp Terdaìkwaì Pt. Haìikki 

Green Yaìng Diwaìkili Oleh Fraìnsiskus Xaìverius Daìlaìm Dumping 

Limbaìh Taìnpaì Izin daìlaìm Putusaìn (Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN 

Btm) 

  Pertaìnggung jaìwaìbaìn daìlaìm pidaìnaì lingkungaìn merupaìkaìn saìlaìh 

saìtu aìspek yaìng saìngaìt penting kaìrenaì penyaìngkut penegaìkaìn hukum 

pidaìnaì, haìl ini berkaìitaìn dengaìn kemaìmpuaìn seseoraìng daìlaìm bertaìnggung 

jaìwaìb aìtaìs perbuaìtaìn pidaìnaì yaìng dilaìkukaìn. Menurut Roeslaìn Saìleh aìdaìlaìh 

sebaìgaìi berikut Bertaìnggung jaìwaìb aìtaìs sesuaìtu perbuaìtaìn pidaìnaì beraìrti 

yaìng bersaìngkutaìn secaìraì saìh daìpaìt dikenaìi pidaìnaì kaìrenaì perbuaìtaìn itu. 

pidaìnaì daìpaìt dikenaìkaìn secaìraì saìh beraìrti baìhwaì untuk tindaìkaìn itu telaìh 

aìdaì aìturaìnnyaì daìlaìm suaìtu sistem hukum tertentu, daìn sistem hukum itu 

berlaìku aìtaìs perbuaìtaìn itu. Dengaìn singkaìt daìpaìt dikaìtaìkaìn baìhwaì tindaìkaìn 

ini dibenaìrkaìn oleh sistem hukum tersebut. 33  Daìpaìt di taìrik kesimpulaìn 

baìhwaì pertaìnggung jaìwaìbaìn pidaìnaì merupaìkaìn penilaìiaìn yaìng ditujukaìn 

kepaìdaì pelaìku tindaìk pidaìnaì itu sendiri daìlaìm melaìksaìnaìkaìn pertaìnggung 

jaìwaìbaìn pidaìnaì berupaì menjaìlaìnkaìn saìnksi hukum pidaìnaì. A Ìpaìbilaì di tinjaìu 

melaìlui aìspek aìspek pertaìnggung jaìwaìbaìn pidaìnaì, pihaìk yaìng bersaìngkutaìn 

daìpaìt bertaìnggung jaìwaìb daìn pihaìk tersebut daìpaìt di permaìsaìlaìhkaìn kaìrenaì 

perbuaìtaìn tersebut merupaìkaìn pemidaìnaìaìn yaìng sesuaìi dengaìn undaìng 

undaìng. 

                                                           
33 Krismiyaìrsi. 2018.  Sistem Pertaìnggungjaìwaìbaìn Pidaìnaì Individuaìl.(Semaìraìng ; Penerbit 

Pustaìkaì Maìgister) 
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 Memiliki kemaìmpuaìn bertaìnggung jaìwaìbaìn secaìraì pidaìnaì merupaìkaìn 

aìspek yaìng saìngaìt penting daìlaìm keaìdilaìn, kaìrenaì seseoraìng haìrus 

bertaìnggung jaìwaìb aìtaìs semuaì kesaìlaìhaìn daìri perilaìkunyaì. Pertaìnggung 

jaìwaìbaìn pidaìnaì ini haìrus sesuaìi dengaìn kemaìmpuaìnnyaì aìpaìbilaì 

pertaìnggung jaìwaìbaìn pidaìnaì ini tidaìk sesuaìi dengaìn kemaìmpuaìnnyaì aìtaìu 

diluaìr kemaìmpuaìaìnnyaì, maìkaì peneraìpaìn hukum pidaìnaì ini tidaìk 

memperhaìtikaìn aìspek aìspek secaìraì psikologis daìn sosiologis berhubungaìn 

dengaìn keaìdilaìn yaìng sehaìrusnyaì.  

 Terdaìkwaì telaìh dikdaìkwaì oleh Penuntut Umum dengaìn daìkwaìaìn tunggaìl 

sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìlaìm Paìsaìl 104 Jo Paìsaìl 116 aìyaìt (1) huruf aì jo paìsaìl 

118 jo paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng No. 32 Taìhun  2009 tentaìng Pengelolaìaìn 

lingkungaìn Hidup yaìng unsur-unsurnyaì sebaìgaìi berikut: 

1. Unsur Setiaìp Oraìng; 

  Dinyaìtaìkaìn menurut ketentuaìn Paìsaìl 1 aìngkaì 32 UU No. 32 

Taìhun 2009 tentaìng Pengelolaìn daìn Perlindungaìn Lingkungaìn Hidup 

yaìng dimaìksud setiaìp oraìng aìdaìlaìh oraìng perseoraìngaìn aìtaìu baìdaìn 

usaìhaì yaìng berbaìdaìn hukum maìupun tidaìk berbaìdaìn hukum. 

Berdaìsaìrkaìn Permaì Nomor 13 Taìhun 2013 tentaìng Taìtaì Caìraì 

Penaìngaìnaìn Perkaìraì Tindaìk Pidaìnaì Oleh Korporaìsi baìhwaì yaìng 

dimaìksud korporaìsi aìdaìlaìh kumpulaìn oraìng daìn/aìtaìu kekaìyaìaìn 

terorgaìnisir, baìik merupaìkaìn baìdaìn hukum maìupun bukaìn baìdaìn 

hukum.  
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  Baìhwaì subyek hukum yaìng diaìjukaìn sebaìgaìi pelaìku tindaìk 

pidaìnaì didepaìn persidaìngaìn daìlaìm perkaìraì ini aìdaìlaìh Terdaìkwaì PT 

Haìikki Green yaìng diwaìkili oleh pengurus/kuaìsaì bertindaìk untuk daìn 

aìtaìs naìmaì yaìitu Fraìnsiskus Xaìverius berdaìsaìrkaìn AÌktaì pendiriaìn 

Notaìris Yondri, SH Nomor 269” taìnggaìl 18 Desember 2004 daìn di 

depaìn persidaìngaìn dipertaìnyaìkaìn tentaìng identitaìs Terdaìkwaì oleh 

Maìjelis Haìkim daìn Terdaìkwaì telaìh membenaìrkaìn identitaìsnyaì daìn 

mengerti suraìt daìkwaìaìn yaìng telaìh dibaìcaìkaìn di depaìn Persidaìngaìn.  

  Sesuaìi faìktaì persidaìngaìn, berdaìsaìrkaìn aìlaìt bukti keteraìngaìn 

saìksi-saìksi daìn baìraìng bukti yaìng saìtu dengaìn yaìng laìinyaì 

bersesuaìiaìn daìn setiaìp oraìng yaìng dimaìksud disini aìdaìlaìh PT. Haìikki 

Green yaìng di waìkilkaìn aìtaìs naìmaì Fraìnsiskus Xaìverius. Haìkim 

berpendaìpaìt baìhwaì di daìlaìm diri terdaìkwaì tidaìk ditemukaìn aìlaìsaìn 

pemaìaìf daìn aìlaìsaìn pembenaìr. Dengaìn demikiaìn maìkaì terpenuhilaìh 

unsur baìraìng siaìpaì. 

2. Unsur yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì 

lingkungaìn hidup taìnpaì izin ; 

  Dumping limbaìh (pembuaìngaìn limbaìh) tindaìkaìn 

pembuaìngaìn aìtaìu penempaìtaìn limbaìh ke daìlaìm mediaì lingkungaìn. 

Limbaìh merupaìkaìn sisaì daìri suaìtu aìktivitaìs, limbaìh B3 aìdaìlaìh 

limbaìh baìhaìn berbaìhaìyaì daìn beraìcun merupaìkaìn limbaìh yaìng daìpaìt 

merusaìk lingkungaìn daìn membaìhaìyaìkaìn maìkhluk hidup. lingkungaìn 

hidup aìdaìlaìh segaìlaì sesuaìtu yaìng aìdaì di sekitaìr kitaì, contoh hewaìn, 
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maìnusiaì, tumbuhaìn termaìsuk aìir, udaìraì, taìnaìh yaìng mempengaìruhi 

semuaì aìspek kehidupaìn.  

  Baìhwaì berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 61 aìyaìt (1) Undaìng-Undaìng 

No.32 Taìhun 2009 tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn 

Hidup, daìlaìm proses Dumping (pembuaìngaìn) limbaìh waìjib mendaìpaìt 

izin daìri menteri, gubernur, aìtaìu bupaìti/waìlikotaì sesuaìi dengaìn 

kewenaìngaìnnyaì. 

  Berdaìsaìrkaìn keteraìngaìn saìksi, suraìt, keteraìngaìn Terdaìkwaì 

sertaì baìraìng bukti yaìng diaìjukaìn dipersidaìngaìn didaìpaìtkaìn 

faìktaìfaìktaì sebaìgaìi berikut : 

- PT Haìikki Green merupaìkaìn perusaìhaìaìn yaìng bergeraìk 

dibidaìng pengelolaìaìn limbaìh B3 untuk kegiaìtaìn-kegiaìtaìn 

pengumpulaìn, pengaìngkutaìn, pemaìnfaìaìtaìn limbaìh B3 

(limbaìh kaìrbid) yaìng Berlokaìsi di Jaìlaìn Raìyaì Pelaìbuhaìn 

Kaìbil, Kaìwaìsaìn Pengelolaìaìn LImbaìh Industri Kaìbil (KPLI-

B3 Kaìbil) No. 25 Keluraìhaìn Kaìbil, Kecaìmaìtaìn Nongsaì Kotaì 

Baìtaìm, Provinsi Kepulaìuaìn Riaìu; 

- Terdaìkwaì PT Haìikki Green berdiri sejaìk taìhun 2004 daìn 

beroperaìsi sejaìk taìhun 2007 berdaìsaìrkaìn AÌktaì Notaìris 

Yondri Daìrto, SH Nomor 269 “AÌktaì Pendiriaìn Perseroaìn 

Terbaìtaìs PT Haìikki Gereen” taìhun 2004 daìn telaìh mendaìpaìt 

pengesaìhaìn daìri MENHUKAÌM daìn HAÌM RI Nomor : C-

03369 HT.01.01.TH.2005 taìnggaìl 8 Februaìri 2005 tentaìng 
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Pengesaìhaìn AÌktaì Pendiriaìn Perseroaìn Terbaìtaìs PT Haìikki 

Green”, A Ìktaì Notaìris Maìrcus Gunaìwaìn SH., MKn Nomor : 

130 taìnggaìl 25 Oktober 2018 “Risaìlaìh Raìpaìt Umum 

Pemegaìng Saìhaìm Luaìr Biaìsaì PT Haìikki Green” , daìn 

Dokumen izin Lingkungaìn:  

- Suraìt Tidaìk Keberaìtaìn daìri Kementeriaìn Negaìraì 

Lingkungaìn Hidup Nomor: B-

6736/DEP.IV/LH/10/2006 taìnggaìl 9 Oktober 2006; 

- Izin penyimpaìnaìn Limbaìh B3 berupaì limbaìh 

kegiaìtaìn pengelaìsaìn (welding) aìtaìu limbaìh kaìrbid 

kepaìdaì PT Haìikki Green daìri Menteri Negaìraì 

Lingkungaìn Hidup Nomor : 578 Taìhun 2007 taìnggaìl 

28 Desember 2007, dengaìn maìsaì simpaìn 1 (saìtu) 

taìhun daìn maìsaì izin 3 (tigaì) taìhun (2007 - 2010); 

- dokumen lingkungaìn UKL/UPL taìhun 2018 untuk 

kegiaìtaìn pengumpulaìn, pengaìngkutaìn, pemaìnfaìaìtaìn 

limbaìh B3 (limbaìh kaìrbid); 

- Izin Pengelolaìaìn Limbaìh Berbaìhaìyaì daìn Beraìcun 

untuk kegiaìtaìn Pemaìnfaìaìtaìn Limbaìh B3 aìtaìs naìmaì 

PT Haìikki Green Nomor : SK- 

60/MENLHK/SETJEN/PSLB.1/1/2016 taìnggaìl 27 

Jaìnuaìri 2016. 

 

- Sejaìk taìhun 2007 Terdaìkwaì PT Haìikki Green menyimpaìn 

Limbaìh B3 berupaì limbaìh kegiaìtaìn pengelaìsaìn (Welding) 

aìtaìu limbaìh kaìrbid, memiliki kaìpaìsitaìs 10.500 m3 dengaìn 

luaìs 3.500 m2 yaìng berlokaìsi di kaìwaìsaìn KPLIB3, Baìtaìm 

(15 c) (paìnaìh meraìh dengaìn Izin Maìsaì simpaìn limbaìh B3 

kaìrbid 1 (saìtu) taìhun yaìng selaìnjutnyaì waìjib diolaìh daìn 

Maìsaì berlaìku izin 3 (tigaì) taìhun sejaìk taìhun 2007, 

selaìnjutnyaì Terdaìkwaì PT Haìikki Green tidaìk mengelolaì 
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lebih laìnjut limbaìh B3 kaìrbidnyaì yaìng telaìh disimpaìn paìdaì 

taìhun 2007 haìnyaì disimpaìn saìjaì (melebihi maìsaì simpaìn saìtu 

taìhun), naìmun Terdaìkwaì PT Haìikki Green maìsih 

mengaìngkut daìn menyimpaìn laìgi limbaìh B3 kaìrbid daìri PT 

Inti Dutaì Suryaì, PT Naìtionaìl Industriaìl Gaìses Indonesiaì daìn 

PT Sinbaì Industries saìmpaìi dengaìn taìhun 2010; 

- Paìdaì taìhun 2010 saìmpaìi dengaìn 2014, PT Naìtaìrindo 

memintaì limbaìh kaìrbid PT Haìikki Green untuk diekspor ke 

Maìlaìysiaì sebaìnyaìk ± 2.000 ton, kaìrenaì maìsih aìdaì ruaìng di 

kaìpaìl yaìng mengaìngkut limbaìh kaìrbid milik PT Naìtaìrindo. 

Limbaìh kaìrbid yaìng tersisaì sebaìnyaìk ± 17.000 ton tidaìk 

dikelolaì lebih laìnjut daìn haìnyaì disimpaìn di lokaìsi 

penyimpaìnaìn limbaìh B3 PT Haìikki Green kemudiaìn sekitaìr 

taìhun 2012-2013 Direksi PT. Haìkiki Green mengaìdaìkaìn 

meeting, paìdaì meeting tersebut saìksi Kurniaìwaìn (Ex. 

Direktur Haìkiki Green) mengusulkaìn secaìraì lisaìn kepaìdaì 

pemegaìng saìhaìm Saìksi Hermaìn Saìksi Susilo, Saìksi Kisno, 

Saìksi Hery Susaìnto untuk mengekspor limbaìh B3 kaìrbid ke 

Maìlaìysiaì, naìmun Saìksi Hermaìn Saìksi Susilo, Saìksi Kisno, 

Saìksi Hery Susaìnto menolaìk dengaìn aìlaìsaìn biaìyaì tinggi, 

sehinggaì timbunaìn limbaìh B3 semaìkin bertaìmbaìh, di laìhaìn 

terbukaì taìnpaì memiliki izin dengaìn kondisi tinggi timbunaìn 

± 7 m daìn volume ± 12.000 -13.000 m3 Selaìnjutnyaì di 
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kaìrenaìkaìn PT Haìikki Green tidaìk menyeraìhkaìn 

(pengelolaìaìn lebih laìnjut) limbaìh B3 kaìrbid yaìng telaìh 

disimpaìn kepaìdaì pengelolaì limbaìh B3 yaìng berizin kaìrenaì 

keterbaìtaìsaìn biaìyaì maìkaì PT Haìikki Green berupaìyaì untuk 

pemaìnfaìaìtaìn sendiri, kemudiaìn paìdaì taìnggaìl 28 September 

2018 Terdaìkwaì PT Haìikki Green dengaìn penaìggung Jaìwaìb 

Fraìnsiskus Xaìverius sebaìgaìi Direktur Utaìmaì berdaìsaìrkaìn 

AÌktaì Notaìris Maìrcus Gunaìwaìn SH., MKn Nomor : 130 

taìnggaìl 25 Oktober 2018 “Risaìlaìh Raìpaìt Umum Pemegaìng 

Saìhaìm Luaìr Biaìsaì PT Haìikki Green” dikenaìkaìn Saìnksi 

AÌdministraìtif Paìksaìaìn Pemerintaìh daìri KLHK, yaìng 

mewaìjibkaìn: 

- Mengaìngkaìt daìn membersihkaìn limbaìh B3 berupaì 

kaìrbid di lokaìsi kaìwaìsaìn KPLIB3 paìling laìmaì 90 

haìri; 

- Melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn di lokaìsi 

kaìwaìsaìn KPLIB3 dengaìn dimensi 3.600 m2 paìling 

laìmaì 90 haìri kaìlender; 

- Paìdaì taìnggaìl 27 Maìret 2019 Pejaìbaìt Pengaìwaìs 

Lingkungaìn Hidup, KLHK kembaìli melaìkukaìn 

pengaìwaìsaìn penaìaìtaìn pelaìksaìnaìaìn saìnksi 

aìdministraìsi, naìmun Terdaìkwaì PT Haìikki Green 

tidaìk melaìksaìnaìkaìn saìnksi aìdministraìsi daìn terkesaìn 
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mengaìbaìikaìn saìnksi tersebut dikaìrenaìkaìn di lokaìsi 

penyimpaìnaìn Maìsih aìdaìnyaì timbunaìn limbaìh B3 

kaìrbid sebaìnyaìk 15.815,808 ton daìn PT Haìikki 

Green belum melaìkukaìn pemulihaìn fungsi 

lingkungaìn; 

- Terdaìkwaì PT Haìikki Green saìdaìr daìn pengurus 

Terdaìkwaì PT Haìikki Green yaìkni Fraìnsiskus 

Xaìverius jugaì mengetaìhui aìdaìnyaì perbuaìtaìn 

penempaìtaìn/pembuaìngaìn (dumping) limbaìh B3 

berupaì kaìrbid taìnpaì izin di lokaìsi penyimpaìnaìn PT 

Haìikki Green dengaìn tidaìk mengelolaì lebih laìnjut 

limbaìhnyaì sejaìk taìhun 2008 hinggaì kaìsus ini 

berlaìngsung dikaìrenaìkaìn tidaìk maìu mengeluaìrkaìn 

biaìyaì pengelolaìaìn lebih laìnjut sedaìngkaìn penghaìsil 

limbaìh B3 kaìrbid telaìh membaìyaìr biaìyaì pengelolaìaìn 

limbaìh B3 kaìrbid sebesaì  

- AÌkibaìt dumping limbaìh B3 berupaì kaìrbid taìnpaì izin 

dumping yaìng di laìkukaìn oleh Terdaìkwaì PT. Haìkiki 

Green telaìh melaìnggaìr normaì hukum yaìng sifaìtnyaì 

memaìksaì maìkaì sebaìgaìi subjek hukum PT. Haìikki 

Green daìpaìt dimintaì pertaìnggung jaìwaìbaìn hukum 

aìtaìs tindaìk pidaìnaì dumping yaìng mengaìkibaìtkaìn 

telaìh rusaìk daìn/aìtaìu tercemaìrnyaì lingkungaìn 
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berdaìsaìrkaìn haìsil aìnaìlisaì laìboraìtorim, kaìndungaìn 

baìsaì kuaìt Caì(OH)2 saìngaìt tinggi paìdaì mediaì 

lingkungaìn taìnaìh (193.000 mg/kg), jaìuh di aìtaìs taìnaìh 

pembaìnding (190 mg/kg), sehinggaì taìnaìh sekitaìr 

terbukti mengaìlaìmi kerusaìkaìn lingkungaìn. Daìmpaìk 

jaìngkaì pendek, keberaìdaìaìn baìsaì kuaìt Caì(OH)2 

daìlaìm jumlaìh besaìr dengaìn pH tinggi (>12) aìkaìn 

meningkaìtkaìn pH lingkungaìn taìnaìh/aìir taìnaìh daìn aìir 

permukaìaìn di lingkungaìn sekitaìr, yaìng menggaìnggu 

pH normaìl lingkungaìn taìnaìh daìn aìir aìntaìraì 6 - 9. 

Daìlaìm jaìngkaì paìnjaìng pH yaìng tinggi daìn tidaìk 

normaìl tersebut aìkaìn mengaìncaìm kehidupaìn 

maìkhluk hidup berukuraìn kecil di lingkungaìn 

tersebut kaìrenaì Limbaìh B3 berupaì kaìrbid aìtaìu 

Limbaìh Caìrbide-residu sesuaìi Laìmpiraìn 1 PP 101 

Taìhun 2014 memiliki kode limbaìh B356-1 beraìsaìl 

daìri kegiaìtaìn Gaìs Industri (Maìnufaìktur daìn 

formulaìsi gaìs industri aìntaìraì laìin berupaì aìsetilenaì 

daìn hidrogen) memiliki kaìtegori baìhaìyaì 2 daìri 

sumber limbaìh spesifik umum. Limbaìh B3 kaìtegori 

2 merupaìkaìn Limbaìh B3 yaìng mengaìndung B3, 

memiliki efek tundaì (delaìyed effect), daìn berdaìmpaìk 

tidaìk laìngsung terhaìdaìp maìnusiaì daìn lingkungaìn 
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hidup sertaì memiliki toksisitaìs sub-kronis aìtaìu 

kronis; 

  Berdaìsaìrkaìn putusaìn No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, faìktaì 

hukum seperti diuraìikaìn di aìtaìs ternyaìtaì baìhwaì Terdaìkwaì tidaìk 

memiliki ijin daìri pihaìk yaìng berwenaìng (menteri, gubernur, aìtaìu 

bupaìti/waìlikotaì) untuk melaìkukaìn tindaìkaìn dumping (pembuaìngaìn) 

limbaìh dilokaìsi yaìng telaìh ditentukaìn, oleh kaìrenaì itu Maìjelis Haìkim 

berpendaìpaìt baìhwaì perbuaìtaìn Terdaìkwaì melaìkukaìn dumping limbaìh 

ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin, sehinggaì unsur “Yaìng 

melaìkukaìn dumping limbaìh daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì lingkungaìn 

hidup taìnpaì izin ” ini, telaìh terpenuhi daìlaìm diri Terdaìkwaì.  

  Oleh kaìrenaì semuaì unsur Paìsaìl 104, Jo paìsaìl 116 aìyaìt (1) 

huruf aì jo paìsaìl 118 jo paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng No.32 Taìhun 2009 

tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup telaìh 

terpenuhi, maìkaì Terdaìkwaì telaìh terbukti secaìraì saìh daìn meyaìkinkaìn 

melaìkukaìn tindaìk pidaìnaì “melaìkukaìn dumping limbaìh ke mediaì 

lingkungaìn hidup taìnpaì izin”. Penaìsihaìt Hukum Terdaìkwaì daìlaìm 

Pledoi/Pembelaìaìnnyaì paìdaì pokoknyaì:  

- Terdaìkwaì PT. Haìikki Green yaìng diwaìkili oleh sdr. 

Fraìnsiskus Xaìverius tidaìk terbukti secaìraì saìh daìn meyaìkinkaìn 

bersaìlaìh melaìkukaìn tindaìk pidaìnaì,  
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- Membebaìskaìn Terdaìkwaì PT. Haìikki Green yaìng diwaìkili 

oleh sdr. Fraìnsiskus Xaìverius oleh daìri daìkwaìaìn Jaìksaì 

Penuntut Umum,  

- Memulihkaìn haìk-haìk Terdaìkwaì daìlaìm kemaìmpuaìn, 

kedudukaìn, haìrkaìt sertaì maìrtaìbaìtnyaì daìn -Membebaìnkaìn 

biaìyaì perkaìraì kepaìdaì negaìraì; 

  Berdaìsaìrkaìn Putusaìn No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, 

daìkwaìaìn jaìksaì penuntut umum telaìh terbukti daìn sesuaìi, maìkaì notaì 

pembelaìaìn aìtaìu pledoi yaìng di aìjukaìn oleh penaìsehaìt hukum yaìng 

menyaìtaìkaìn terdaìkwaì tidaìk terbukti secaìraì saìh daìn meyaìkinkaìn 

bersaìlaìh dinyaìtaìkaìn di tolaìk oleh maìjelis haìkim. Haìkim berpendaìpaìt 

baìhwaì tidaìk aìdaì aìlaìsaìn pembenaìr daìn tidaìk aìdaì aìlaìsaìn yaìng kuaìt 

untuk membebaìskaìn terdaìkwaì daìri taìnggung jaìwaìb aìtaìs 

perbuaìtaìnnyaì. Setelaìh menimbaìng faìktaì faìktaì yaìng muncul di daìlaìm 

persidaìngaìn, haìkim memutuskaìn baìhwaì terdaìkwaì haìrus dihukum 

setimpaìl aìtaìs perbuaìtaìn yaìng sudaìh di perbuaìt. 

  Berdaìsaìrkaìn putusuaìn No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, 

Menimbaìng,baìhwaì oleh kaìrenaì Terdaìkwaì maìmpu 

bertaìnggungjaìwaìb, maìkaì haìrus dinyaìtaìkaìn bersaìlaìh daìn dijaìtuhi 

pidaìnaì.  

  Baìhwaì oleh kaìrenaì paìsaìl yaìng dilaìnggaìr Terdaìkwaì PT. 

HAÌIKKI GREEN Yaìng Diwaìkili Oleh Pengurus AÌtaìu Kuaìsaì Yaìitu 
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FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS aìdaìlaìh berkaìitaìn dengaìn Undaìng-

Undaìng tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup, 

daìn daìlaìm Undaìng-Undaìng Nomor 32 Taìhun 2009 tentaìng 

Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup jugaì disebutkaìn 

mengenaìi pidaìnaì dendaì, maìkaì berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 117 

UndaìngUndaìng ini, sertaì berdaìsaìrkaìn ketentuaìn daìlaìm Paìsaìl 25 aìyaìt 

(2) PERMAÌ No. 13 Taìhun 2016 tentaìng Taìtaì Caìraì Penaìngaìnaìn 

Perkaìraì Tindaìk Pidaìnaì Oleh Korporaìsi dimaìnaì aìpaìbilaì tindaìk pidaìnaì 

dilaìkukaìn oleh korporaìsi maìkaì pidaìnaì pokok yaìng daìpaìt dijaìtuhkaìn 

aìdaìlaìh pidaìnaì dendaì; 

  Paìsaìl 118 aìyaìt (1) Undaìng-Undaìng No.32 Taìhun 2009 

tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup, jugaì 

menyaìtaìkaìn saìnksi pidaìnaì dijaìtuhkaìn kepaìdaì baìdaìn usaìhaì yaìng 

diwaìkili oleh pengurus yaìng berwenaìng mewaìkili di daìlaìm daìn di 

luaìr pengaìdilaìn sesuaìi dengaìn peraìturaìn perundaìng-undaìngaìn selaìku 

pelaìku fungsionaìl, oleh kaìrenaì itu aìkaìn ditentukaìn sebaìgaìimaìnaì aìmaìr 

Putusaìn ini; 

  Paìsaìl 119 aìyaìt (1) Undaìng-Undaìng No.32 Taìhun 2009 

tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup, jugaì 

menyaìtaìkaìn baìhwaì “Selaìin pidaìnaì sebaìgaìimaìnaì dimaìksud daìlaìm 

UndaìngUndaìng ini, terhaìdaìp baìdaìn usaìhaì daìpaìt dikenaìkaìn pidaìnaì 

taìmbaìhaìn aìtaìu tindaìkaìn taìtaì tertib berupaì:  
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a. peraìmpaìsaìn keuntungaìn yaìng diperoleh daìri tindaìk pidaìnaì. 

b. penutupaìn seluruh aìtaìu sebaìgiaìn tempaìt usaìhaì daìn/aìtaìu 

kegiaìtaìn. 

c. perbaìikaìn aìkibaìt tindaìk pidaìnaì. 

d. pewaìjibaìn mengerjaìkaìn aìpaì yaìng dilaìlaìikaìn taìnpaì haìk. 

e. penempaìtaìn perusaìhaìaìn di baìwaìh pengaìmpuaìn paìling laìmaì 3 

(tigaì) taìhun, oleh kaìrenaì itu aìkaìn ditentukaìn sebaìgaìimaìnaì aìmaìr 

Putusaìn ini. 

Merujuk ketentuaìn paìsaìl 119 aìyaìt (1) Undaìngundaìng no. 32 taìhun 2009 

tersebut , daìri faìktaì2 hukum yaìng sudaìh terungkaìp diaìtaìs daìn di 

sesuaìikaìn dengaìn bukti suraìt bertaìndaì T-4 aì yaìitu berupaì Keputusaìn 

Menteri Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn Nomor: S.1474/MENLHK 

PSLB3/PKTDLB3/PB.4/8/2020 taìnggaìl 19 AÌgustus 2020, Haìl : 

Persetujuaìn Dokumen Rencaìnaì Pemulihaìn Fungsi Lingkungaìn Hidup 

aìtaìs naìmaì PT. Haìikki Green, sesuaìi raìsaì kepaìtutaìn daìn keaìdilaìn Maìjelis 

Haìkim menjaìtuhkaìn pulaì putusaìn untuk menghukum PT. Haìikki Green 

untuk memperbaìiki aìkibaìt daìri tindaìk pidaìnaì ini sesuaìi dengaìn suraìt 

Keputusaìn Menteri Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn tersebut yaìitu 

melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn daìlaìm waìktu 6 (enaìm) bulaìn 

kaìlender terhitung sejaìk perkaìraì ini berkekuaìtaìn hukum tetaìp. 

 AÌnaìlisis peneliti, menurut Pengaìdilaìn Negeri Baìtaìm dengaìn 

putusaìn nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm paìdaì perkaìraì dumping limbaìh 

taìnpaì izin dengaìn terdaìkwaì PT. Haìikki Green yaìng di waìkilkaìn 
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Fraìnsiskus Xaìverius selaìku direktur utaìmaì, terbukti secaìraì saìh bersaìlaìh.  

Kaìsus PT Haìikki Green merupaìkaìn contoh nyaìtaì baìgaìimaìnaì perusaìhaìaìn 

daìpaìt terlibaìt daìlaìm tindaìk pidaìnaì pencemaìraìn lingkungaìn melaìlui 

praìktik dumping limbaìh taìnpaì izin. Daìlaìm konteks hukum pidaìnaì 

lingkungaìn di Indonesiaì, korporaìsi daìpaìt dikenaìi pidaìnaì.  

Jikaì melihaìt aìspek aìspek pelaìnggaìraìn yaìng terdaìpaìt didaìlaìm 

putusaìn, PT Haìikki Green memiliki izin penyimpaìnaìn limbaìh B3 dengaìn 

maìsaì berlaìku 3 taìhun 2007 hinggaì 2010 dengaìn maìsaì simpaìn 1 taìhun 

berlaìku sejaìk taìhun 2007, Naìmun PT. Haìikki Green sendiri maìsih 

mengaìkut daìn menyimpaìn limbaìh B3 kaìrbid yaìng diaìmbil daìri PT. Inti 

Dutaì Suryaì, PT. Naìtionaìl Indutriaìl Gaìses Indonesiaì, daìn PT. Sinbaì 

Industries saìmpaìi dengaìn 2010, paìdaì taìhun itu maìsaì simpaìn sudaìh tidaìk 

berlaìku.  

Paìdaì 28 September 2018. PT. Haìikki Green sudaìh diberi saìnksi 

aìdministraìtif oleh Pemerintaìh daìri Kementriaìn Lingkungaìn Hidup daìn 

Kehutaìnaìn (KLKH) mewaìjibkaìn, mengaìngkaìt daìn membersihkaìn 

timbunaìn limbaìh B3, daìn jugaì melaìkukaìn pemulihaìn lingkungaìn di 

Kaìwaìsaìn tersebut. Paìdaì 27 Maìret 2019 Pejaìbaìt Pengaìwaìs Lingkungaìn 

Hidup, KLHK kembaìli melaìkukaìn pengaìwaìsaìn penaìtaìaìn pelaìksaìnaìaìn 

saìnksi aìdministraìsi, naìmun PT. Haìikki Green tidaìk melaìkukaìn terkesaìn 

mengaìbaìikaìn. Dengaìn ini PT. Haìikki Green tidaìk haìnyaì menunjukkaìn 

ketidaìkpaìtuhaìn terhaìdaìp regulaìsi lingkungaìn, tetaìpi jugaì 
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mengindikaìsikaìn aìdaìnyaì celaìh daìlaìm sistem penegaìkaìn hukum yaìng 

memungkinkaìn perusaìhaìaìn untuk menghindaìri taìnggung jaìwaìbnyaì. 

PT Haìikki Green daìn pengurus saìdaìr aìkaìn aìdaìnyaì perbuaìtaìn 

penempaìtaìn aìtaìu dumping limbaìh taìnpaì izin daìn jugaì haìnyaì menyimpaìn 

saìjaì tidaìk di Kelolaì lebih laìnjut sejaìk 2008 hinggaì saìaìt kaìsus ini 

berlaìngsung kaìrenaì tidaìk maìu mengeluaìrkaìn biaìyaì pengelolaìaìn lebih 

laìnjut sedaìngkaìn penghaìsil limbaìh B3 kaìrbid telaìh membaìyaìr biaìyaì 

pengelolaìaìn sebesaìr kuaìng lebih 50 dollaìr per ton.  

PT. Haìikki Green yaìng diwaìkili Fraìnsiskus Xaìverius jugaì 

mengaìkibaìtkaìn rusaìk daìn/aìtaìu tercemaìrnyaì lingkungaìn dengaìn 

menimbun limbaìh B3 berupaì kaìrbid yaìng memiliki kaìndungaìn baìsaì kuaìt 

Caì(OH)₂  saìngaìt tinggi yaìitu (193.000 mg/kg), jaìuh daìri aìmbaìng baìtaìs 

normaìl yaìitu (190 mg/kg). Daìmpaìk jaìngkaì pendek, keberaìdaìaìn baìsaì 

kuaìt Caì(OH)₂  daìlaìm jumlaìh besaìr dengaìn pH tinggi (>12) aìkaìn 

meningkaìtkaìn pH lingkungaìn taìnaìh/aìir taìnaìh daìn aìir permukaìaìn yaìng 

aìdaì di lingkungaìn sekitaìr, yaìng menggaìnggu pH normaìl yaìitu 6-9. Ini 

aìkaìn menggaìnggu keseimbaìngaìn pH taìnaìh daìn aìir, sementaìraì daìlaìm 

jaìngkaì paìnjaìng, kondisi tersebut mengaìncaìm kehidupaìn orgaìnisme kecil 

di ekosistem sekitaìr. Limbaìh ini dikaìtegorikaìn sebaìgaìi limbaìh B3 

kaìtegori 2 sesuaìi PP 101 Taìhun 2014, yaìng memiliki efek tundaì (delaìyed 

effect) daìn toksisitaìs sub-kronis aìtaìu kronis, sehinggaì berpotensi 

merusaìk lingkungaìn daìn membaìhaìyaìkaìn kesehaìtaìn maìnusiaì daìlaìm 

jaìngkaì paìnjaìng. 
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PT. Haìikki Green telaìh melaìnggaìr normaì hukum yaìng sifaìtnyaì 

memaìksaì, PT. Haìikki Green daìpaìt  dimintaìi pertaìnggungjaìwaìbaìn aìtaìs 

perbuaìtaìnnyaì. Menurut UU No. 32 Taìhun 2009  Paìsaìl 104 yaìng 

berbunyi “Setiaìp oraìng yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh daìn/aìtaìu 

baìhaìn ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin sebaìgaìimaìnaì dimaìksud 

daìlaìm Paìsaìl 60, dipidaìnaì dengaìn pidaìnaì penjaìraì paìling laìmaì 3 (tigaì) 

taìhun daìn dendaì paìling baìnyaìk Rp3.000.000.000,00 (tigaì miliaìr 

rupiaìh)”. Daìlaìm putusaìn No. 311/Pid.Sus/2022/PN Btm menjaìtuhkaìn 

pidaìnaì kepaìdaì terdaìkaìwaì PT. Haìikki Green yaìng diwaìkili Fraìnsiskus 

Xaìverius yaìitu pidaìnaì dendaì sebesaìr Rp.250.000.000,00 (duaì raìtus limaì 

puluh jutaì) dengaìn ketentuaìn aìpaìbilaì terdaìkwaì PT. Haìikki Green yaìng 

diwaìkili Fraìnsiskus Xaìverius tidaìk membaìyaìr dendaì daìlaìm jaìngkaì 

waìktu 3 bulaìn sejaìk putusaìn ini berkekuaìtaìn hukum maìkaì digaìnti 

dengaìn peraìmpaìsaìn haìrtaì kekaìyaìaìn PT. Haìikki Green daìn personil 

pengendaìli yaìitu Fraìnsiskus Xaìverius selaìku Direktur, aìpaìbilaì tidaìk 

mencukupi maìkaì aìkaìn digaìnti pidaìnaì kurungaìn penggaìnti dendaì selaìmaì 

3 bulaìn kepaìdaì Fraìnsiskus Xaìverius sebaìgaìi Direktur PT. Haìikki Green 

dengaìn memperhitungkaìn dendaì yaìng telaìh dibaìyaìr. Peneraìpaìn 

pertaìnggungjaìwaìbaìn terhaìdaìp korporaìsi sering kaìli menghaìdaìpi 

kendaìlaì, baìik daìri aìspek regulaìsi maìupun eksekusi putusaìn. Saìlaìh saìtu 

taìntaìngaìn utaìmaì daìlaìm penegaìkaìn hukum lingkungaìn aìdaìlaìh 

mekaìnisme pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì baìgi korporaìsi.  
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Menurut paìndaìngaìn peneliti, hukumaìn yaìng diberikaìn maìsih terlaìlu 

ringaìn sehinggaì daìpaìt menimbulkaìn tidaìk aìdaìnyaì efek jeraì yaìng kuaìt 

baìgi perusaìhaìaìn laìin. Daìlaìm kaìsus PT Haìikki Green, meskipun 

perusaìhaìaìn telaìh dikenaìkaìn dendaì daìn diwaìjibkaìn melaìkukaìn 

pemulihaìn lingkungaìn, pertaìnyaìaìn yaìng muncul aìdaìlaìh aìpaìkaìh 

hukumaìn tersebut cukup efektif untuk mencegaìh pelaìnggaìraìn serupaì di 

maìsaì mendaìtaìng. Efek jeraì baìgi korporaìsi sering kaìli tidaìk signifikaìn 

jikaì saìnksi yaìng dijaìtuhkaìn haìnyaì berupaì dendaì, terutaìmaì baìgi 

perusaìhaìaìn besaìr yaìng memiliki kaìpaìsitaìs finaìnsiaìl untuk membaìyaìr 

dendaì taìnpaì mengaìlaìmi kerugiaìn yaìng beraìrti.   

Jikaì ditaìrik kesimpulaìn daìri penjaìbaìraìn diaìtaìs yaìitu, Berdaìsaìrkaìn 

Putusaìn Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, PT Haìikki Green terbukti 

bersaìlaìh melaìkukaìn dumping limbaìh B3 taìnpaì izin, yaìng menyebaìbkaìn 

kerusaìkaìn lingkungaìn jaìngkaì paìnjaìng aìkibaìt kaìndungaìn baìsaì kuaìt 

Caì(OH)₂  yaìng saìngaìt tinggi yaìitu (193.000 mg/kg), jaìuh diaìtaìs normaìl 

yaìitu (190 mg/kg) yaìng menyebaìbkaìn pH taìnaìh daìn aìir yaìng 

mengaìncaìm ekosistem. PT. Haìikki Green telaìh terbukti melaìnggaìr Paìsaìl 

104 UU No. 32 Taìhun 2009, saìnksi yaìng dijaìtuhkaìn haìnyaì berupaì dendaì 

Rp. 250.000.000,00 (duaì limaì puluh jutaì rupiaìh) jikaì tidaìk bisaì 

membaìyaìr di gaìnti dengaìn pidaìnaì kurungaìn 3 (tigaì) bulaìn daìn pidaìnaì 

taìmbaìhaìn pemulihaìn lingkungaìn, jaìuh daìri baìtaìs maìksimaìl yaìitu 

Rp.3.000.000.000,00 (tigaì miliaìr rupiaìh). Terlebih PT. Haìikki Green 

yaìng diwaìkili oleh Fraìnsiskus Xaìverius mengaìbaìikaìn saìnksi 
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aìdministraìsi yaìng telaìh diberikaìn oleh Kementriaìn Lingkungaìn Hidup 

daìn Kehutaìnaìn (KLHK) taìhun 2018 ini menunjukaìn aìdaìnyaì unsur 

kesengaìjaìaìn daìlaìm pelaìnggaìraìn ini. Sehinggaì menurut peneliti, 

hukumaìn ini tidaìk mencerminkaìn keseriusaìn daìlaìm melaìkukaìn 

penegaìkaìn hukum daìn berpotensi menciptaìkaìn tolaìk ukur ya ìng buruk, 

dimaìnaì jikaì perusaìhaìaìn laìin melihaìt baìhwaì melaìnggaìr hukum 

lingkungaìn haìnyaì berujung saìnksi finaìnsiaìl yaìng ringaìn taìnpaì efek jeraì 

yaìng kuaìt. 

Oleh kaìrenaì itu, diperlukaìn tindaìkaìn hukum yaìng lebih tegaìs seperti 

peneraìpaìn dendaì yaìng mendekaìti baìtaìs maìksimaìl aìgaìr memberikaìn efek 

jeraì daìn bisaì menjaìdi tolaìk ukur untuk perusaìhaìaìn perusaìhaìaìn yaìng laìin. 

Bisaì ditaìmbaìhkaìn berdaìsaìrkaìn Paìsaìl 117 UU No. Taìhun 2009, yaìng 

memungkinkaìn dijaìtuhi tuntutaìn pidaìnaì kepaìdaì pengurus yaìitu 

Fraìnsiskus Xaìverius selaìku Direktur aìtaìu sebaìgaìi pengendaìli 

perusaìhaìaìn, kaìrenaì terbukti mengendaìlikaìn kebijaìkaìn yaìng 

menyebaìbkaìn pencemaìraìn lingkungaìn, dengaìn disertaìi laìraìngaìn 

menduduki jaìbaìtaìn pengelolaì usaìhaì baìgi pengurus yaìng terbukti 

melaìkukaìn pelaìnggaìraìn daìlaìm pengelolaìaìn lingkungaìn, aìncaìmaìn yaìng 

diberikaìn berupaì pidaìnaì penjaìraì.  PT. Haìikki Green jugaì daìpaìt dikenaìi 

Paìsaìl 103 UU No. Taìhun 2009, kaìrenaì tidaìk melaìkukaìn pengelolaìaìn 

limbaìh B3, haìnyaì dibiaìrkaìn saìjaì. Peraìn Kementriaìn Lingkungaìn Hidup 

daìn Kehutaìnaìn (KLHK) saìngaìt dibutuhkaìn gunaì melaìkukaìn paìntaìuaìn 

limbaìh daìn aìudit lingkungaìn yaìng lebih ketaìt untuk memaìstikaìn baìhwaì 
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perusaìhaìaìn benaìr-benaìr melaìkukaìn pemulihaìn lingkungaìn, sehinggaì ke 

depaìn penegaìkaìn hukum lingkungaìn di Indonesiaì daìpaìt lebih efektif 

daìlaìm memberikaìn efek jeraì, mencegaìh eksploitaìsi lingkungaìn yaìng 

berlebihaìn, sertaì memperkuaìt perlindungaìn hukum terhaìdaìp kelestaìriaìn 

ekosistem daìn maìsyaìraìkaìt terdaìmpaìk.  

  

 

C. Pertimbaìngaìn haìkim daìlaìm penjaìtuhaìn saìnksi terhaìdaìp tindaìk 

pidaìnaì pelaìku dumping limbaìh daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì 

lingkungaìn hidup taìnpaì izin paìdaì studi kaìsus putusaìn nomor 

311/Pid.Sus/2022/PN Baìtaìm. 

Pertimbaìngaìn-pertimbaìngaìn haìkim merupaìkaìn suaìtu sudut 

paìndaìng yaìng penting daìlaìm memutuskaìn pengaìkuaìn terhaìdaìp pilihaìn 

haìkim yaìng mengaìndung keaìdilaìn daìn mengaìndung keyaìkinaìn yaìng saìh, 

sertaì mempunyaìi maìnfaìaìt baìgi pihaìk pihaìk yaìng bersaìngkutaìn sehinggaì 

hendaìknyaì pertimbaìngaìn-pertimbaìngaìn pejaìbaìt yaìng ditunjuk itu 

dilaìkukaìn dengaìn telaìten, baìik daìn haìti-haìti. 34  Menurut kaìsus ini, 

pertimbaìngaìn haìkim daìlaìm menjaìtuhkaìn putusaìn terhaìdaìp pelaìku tindaìk 

pidaìnaì pembuaìngaìn aìtaìu dumping limbaìh taìnpaì izin daìn menyebaìbkaìn 

pencemaìraìn lingkungaìn hidup yaìng di daìsaìrkaìn paìdaì Undaìng-Undaìng No. 

                                                           
34 Yudis Julmaìn Loi. AÌnaìlisis Hukum Terhaìdaìp Pertimbaìngaìn Haìkim Daìlaìm Pemidaìnaìaìn Tindaìk 

Pidaìnaì Traìfficking, Jurnaìl Paìnaìh Hukum, Vol. 3 No. 1.  hlm 57, (2024). 
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32 Taìhun 2009 tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn lingkungaìn hidup 

berupaì pidaìnaì dendaì daìn pemulihaìn lingkungaìn, Undaìng-Undaìng Nomor 

8 Taìhun 1981 tentaìng Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum A Ìcaìraì Pidaìnaì sertaì 

ketentuaìn-ketentuaìn hukum laìin yaìng berkaìitaìn dengaìn perkaìraì ini.  

Haìkim daìlaìm memeriksaì  perkaìraì  pidaìnaì  berupaìyaì  daìn  

membuktikaìn  kebenaìraìn  maìteril berdaìsaìrkaìn   faìktaì-faìktaì   yaìng   

terungkaìp   daìlaìm   persidaìngaìn.   Sebelum   peneliti   mengaìnaìlisis 

mengenaìi   daìsaìr   pertimbaìngaìn  Haìkim  daìlaìm   menjaìtuhkaìn   saìnksi  

pidaìnaì   terhaìdaìp   terdaìkwaì penyaìlaìhgunaìaìn  Naìrkotikaì  baìgi  diri  sendiri,  

maìkaì  perlu  untuk  mengetaìhui  posisi  kaìsus  terlebih daìhulu . 35 

Pertimbaìngaìn haìkim daìpaìt dilihaìt daìri aìspek yuridis maìupun non yuridis, 

yaìitu; 

1. AÌspek Yuridis 

Maìjelis Haìkim telaìh terlebih daìhulu mempertimbaìngkaìn 

daìkwaìaìn kumulaìtif yaìng dinyaìtaìkaìn oleh Penuntut Umum 

sebaìgaìi berikut; 

1) Pertimbaìngaìn Haìkim, Penuntut Umum dengaìn daìkwaìaìn 

tunggaìl sebaìgaìimaìnaì diaìtur daìlaìm Paìsaìl 104 Jo paìsaìl 116 

aìyaìt (1) huruf aì jo paìsaìl 118 jo paìsaìl 119 Undaìng-Undaìng 

No. 32 Taìhun 2009 tentaìng Perlindungaìn daìn 

                                                           
35 Siti Chaìirunissaì, Sulkiaìh Hendraìwaìti, Faìturohmaìn. Daìsaìr Pertimbaìngaìn Haìkim Daìlaìm 

Menjaìtuhkaìn Saìnksi Pidaìnaì Penjaìraì Terhaìdaìp Pelaìku Penyaìlaìhgunaìaìn Naìrkotikaì, Jurnaìl Hukum 

Indonesiaì, Vol.1 No 1. hlm 24 (2022). 
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Pengelolaìaìn lingkungaìn Hidup yaìng unsur-unsurnyaì 

aìdaìlaìh sebaìgaìi berikut : 

“Setiaìp Oraìng Yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh 

daìn/aìtaìu baìhaìn ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin”  

2) Pertimbaìngaìn Haìkim Jaìksaì Penuntut Umum telaìh 

membuktikaìn daìkwaìaìn Keduaì terhaìdaìp Terdaìkwaì yaìitu 

Unsur-Unsur daìlaìm Paìsaìl 359 KUHP sebaìgaìi berikut: 

a) Unsur Setiaìp Oraìng 

b) Unsur yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh daìn/aìtaìu 

baìhaìn ke mediaì lingkungaìn hidup taìnpaì izin 

3) Selaìin pemenuhaìn unsur unsur terdaìpaìt bukti bukti yaìng 

saìh yaìng di aìjukaìn di persidaìngaìn berupaì: 

a) Keteraìngaìn paìraì saìksi 

b) Keteraìngaìn paìraì aìhli 

c) Baìraìng bukti sebaìgaìi berikut: 

i. Baìraìng Bukti saìmpel: 

No. Kode saìmpel Titik Kordinaìt Lokaìsi 

Jenis 

Limbaìh 

Volu

me 

Jumlaìh 

1. HG-1 

N:1⁰ 3’619.6’’ 

E:104⁰ ,8’063’

’ 

AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol N:1⁰ 3’622.6’’ 

E:104⁰ ,8’069’

’ 
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2. HG-2 

N :1⁰ 3’613’’ 

E:104⁰ ,8’062’

’ 
AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’611’’ 

E:104⁰ ,8’047’

’ 

N: 

1⁰ 3’622.6’’ 

E:104⁰ ,8’042’

’ 

3. HG-3 

N : 1⁰ 3’603’’ 

E : 

104⁰ ,8’059 

AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’605’’ 

E:104⁰ ,8’076’

’ 

N :1⁰ 3’600’’ 

E:104⁰ ,8’075’

’ 

N : 1⁰ 3’600’’ 

E:104⁰ ,8’079’

’ 

4. HG-4 

N : 1⁰ 3’618’’ 

E:104⁰ ,8’061’

’ 
AÌreaì 

penyimpaìnaìn 

limbaìh kaìrbid PT 

Haìikki Green 

Limbaìh 

Fly AÌsh & 

Bottom 

AÌsh 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

N : 1⁰ 3’636’’ 

E:104⁰ ,8’067’

’ 

N : 1⁰ 3’616’’ 

E:104⁰ ,8’060’

’ 

5. HG-AÌ 
N:01⁰ 03’36.6’ 

E:104⁰ ,08’03.

2’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Terkontaìm

inaìsi 

limbaìh B3 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 
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berupaì 

Kaìrbid 

6. HG-B 
N:01⁰ 03’37.5’ 

E:104⁰ ,08’03.

3’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Terkontaìm

inaìsi 

limbaìh B3 

berupaì 

Kaìrbid 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

7. HG-C 

N:01⁰ 03’46.4

” 

E:104⁰ ,07’56.

0’’ 

AÌreaì PT Haìikki 

Green 

Taìnaìh 

Pemaìndin

g 

± 1 

Kg 

1 (saìtu) 

botol 

 

ii. Baìraìng bukti Dokumen 

NO

. 
URAÌIA ÌN JUMLAÌH 

1. 

Saìlinaìn dokumen Upaìyaì Pengelolaìaìn Lingkungaìn (UKL) daìn 

Upaìyaì Pemaìntaìuaìn Lingkungaìn (UPL) PT Haìikki Green 

Oktober 2011 

1 

Dokumen 

2. 

Saìlinaìn dokumen Notaìris Yondri Daìrto, S.H. Nomor. 269 

taìnggaìl 18 Desember 2004 tentaìng A Ìktaì Pendiriaìn Perseroaìn 

terbaìtaìs PT Haìikki Green 

1 

Dokumen 

3. 

Saìlinaìn dokumen nomo: 159/DLH/REKOM.UKL-UPL/2017 

taìnggaìl 23 A Ìgustus 2017 perihaìl Rekomendaìsi Persetujuaìn 

UKL-UPL aì.n PT. Haìikki Green 

1 

Dokumen 

4. 

Saìlinaìn dokumen keputusaìn Waìlikotaì Baìtaìm nomor: 

209/IL/DPMPTSP-BTM/IX/2017 tentaìng izinlingkungaìn aìtaìs 

rencaìnaì kegiaìtaìn pengaìngkut, pengumpul, pengelolaì daìn 

1 

Dokumen 



90 
 

 
 

pemaìnfaìaìt Limbaìh Baìhaìn Berbaìhaìyaì daìn Beraìcun (B3) jenis 

paìdaìt, caìir, daìn sludge taìnggaìl 7 September 2017 

5. 

Saìlinaìn dokumen Notaìris Maìrkus Gunaìwaìn, S.H., M.Kn., 

Nomor. 56 taìnggaìl 3 Oktober 2014 tentaìng AÌktaì juaìl beli daìn 

pemindaìhaìn haìk aìtaìs saìhaìm 

1 

Dokumen 

6. 
Saìlinaìn dokumen Notaìris Reinwaìrd, S.H. Nomor. 9 taìnggaìl 22 

September 2010 ‘Raìpaìt umum Pemegaìng Saìhaìm Luaìr Biaìsaì 

1 

Dokumen 

7. 

Saìlinaìn sesuaìi dengaìn aìslinyaì dokumen “Haìzaìrdous Waìste 

Maìnifest” aìtaìu dokumen limbaìh B3 dengaìn nomor: JL-0000604 

tentaìng penyeraìhaìn limbaìh B3 (Limbaìh Kaìrbid) daìri PT Sinbaì 

Technology Industries ke PT Haìikki Green 

1 

Dokumen 

8. 

Saìlinaìn sesuaìi dengaìn aìslinyaì dokumen “Haìzaìrdous Waìste 

Maìnifest” aìtaìu dokumen limbaìh B3 dengaìn nomor: JL-0000857 

taìngaìl 23 AÌgustus 2010 tentaìng penyeraìhaìn limbaìh B3 

(Limbaìh Kaìrbid) daìri PT Sinbaì Technology Industries ke PT 

Haìikki Green 

1 

Dokumen 

9. 

Saìlinaìn beritaì aìcaìraì pengaìwaìsaìn penaìaìtaìn perizinaìn 

lingkungaìn hidup baìlaìi pengaìmaìnaìn daìn penegaìkaìn hukum 

lingkungaìn hidup daìn kehutaìnaìn wilaìyaìh Sumaìteraì 

Kementeriaìn Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn, taìnggaìl 2 

Desember 2017 

1 

Dokumen 

10. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì pengaìmbilaìn foto daìn video taìnggaìl 2 

Desember 2017 

1 

Dokumen 

11. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìwaìsaìn Penaìaìtaìn Lingkungaìn Hidup 

taìnggaìl 20 Juli 2018 

1 

Dokumen 

12. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìmbilaìn foto/video taìnggaìl 20 Juli 

2018 

1 

Dokumen 
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13. 

Saìlinaìn Keputusaìn Menteri Lingkungaìn Hidup daìn kehutaìnaìn 

Republik Indonesiaì SK.6321/Menlhk 

PHLHK/PPSAÌ/GKM.0/9/2018 tentaìng Peneraìpaìn Saìnksi 

AÌdministraìtif Paìksaìaìn Pemerintaìh kepaìdaì {PT Haìiki Green 

taìnggaìl 28 September 2018 

1 

Dokumen 

14. 
Saìlinaìn Beritaì AÌcaìraì Pengaìwaìsaìn Penaìaìtaìn Pelaìksaìnaìaìn 

Saìnksi AÌdministraìtif taìnggaìl 27 Maìret 2019 

1 

Dokumen36 

 

2. AÌspek Non Yuridis 

Maìjelis Haìkim turut mempertimbaìngkaìn keaìdaìaìn yaìng 

memberaìtkaìn maìupun meringaìnkaìn terdaìkwaì Pt. Haìikki Green 

Daìlaìm haìl ini diwaìkili oleh Fraìnsiskus Xaìverius, yaìitu sebaìgaìi 

berikut: 

1) Keaìdaìaìn yaìng memberaìtkaìn: 

a. Perbuaìtaìn Terdaìkwaì meresaìhkaìn maìsyaìraìkaìt 

b. Perbuaìtaìn Terdaìkwaì tidaìk mendukung prograìm 

Pemerintaìh daìlaìm upaìyaì perlindungaìn daìn 

pengelolaìaìn lingkungaìn hidup 

2) Keaìdaìaìn yaìng meringaìnkaìn: 

a. Terdaìkwaì bersikaìp sopaìn di persidaìngaìn 

b. Terdaìkwaì belum pernaìh dihukum; 

                                                           
36 Putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Batam. 
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Daìlaìm perkaìraì ini terdaìkwaì Pt. Haìikki Green Daìlaìm 

haìl ini diwaìkili oleh Fraìnsiskus Xaìverius membenaìrkaìn 

jikaì menerimaì tuntutaìn yaìng di tujukaìn kepaìdaìnyaì. 

Daìlaìm perkaìraì ini,Terdaìkwaì PT. Haìikki Green yaìng 

di waìkil kaìn oleh Fraìnsiskus Xaìverius baìhwaì sejaìk taìhun 

2007 menyimpaìn limbaìh B3 berupaì limbaìh kegiaìtaìn 

pengelaìsaìn (welding) aìtaìu limbaìh kaìrbid, memiliki 

kaìpaìsitaìs 10.500 m3 dengaìn luaìs 3.500 m2 yaìng berlokaìsi 

di Kaìwaìsaìn  KPLIB3, Baìtaìm (15c), (paìnaìh meraìh dengaìn 

izin maìsaì simpaìn 1 taìhun yaìng selaìnjutnyaì waìjib di olaìh 

daìn maìsaì berlaìku 3 taìhun sejaìk 2007, Selaìnjutnyaì 

Terdaìkwaì haìnyaì menyimpaìn saìjaì naìmun terdaìkwaì maìsih 

mengaìngkut daìn menyimpaìn laìgi limbaìh B3 kaìrbid daìri 

PT Inti Dutaì Suryaì, PT Naìtionaìl Industriaìl Gaìses 

Indonesiaì daìn PT Sinbaì Industries saìmpaìi dengaìn taìhun 

2010. PT Naìtaìrindo paìdaì taìhun 2010 s/d 2014 memintaì 

limbaìh kaìrbid PT Haìikki Green untuk diekspor ke 

Maìlaìysiaì sebaìnyaìk kuraìng lebih 2000 ton, kaìrenaì maìsih 

aìdaì ruaìng di kaìpaìl yaìng mengaìngkut limbaìh PT 

Naìtaìrindo. Limbaìh kaìrbid yaìng tersisaì kuraìng lebih 

kuraìng lebih 17.000 ton tidaìk di Kelolaì lebih laìnjut daìn 

haìnyaì disimpaìn di lokaìsi penyimpaìnaìn limbaìh B3.  
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Paìdaì sekitaìr taìhun 2012 – 2013 Direksi PT Haìikki 

Green mengaìdaìkaìn meeting paìdaì meeting tersebut saìksi 

Kurniaìwaìn (Ex. Direktur Haìikki Green) mengusulkaìn 

secaìraì lisaìn kepaìdaì pemegaìng saìhaìm Saìksi Hermaìn, Saìksi 

Susilo, Saìksi Kisno, Saìksi Hery Susaìnto untuk 

mengekspor limbaìh kaìrbid B3 kaìrbid ke Maìlaìysiaì, naìmun 

Saìksi Hermaìn, Saìksi Susilo, Saìksi Kisno, Saìksi Hery 

Susaìnto menolaìk dengaìn aìlaìsaìn biaìyaì saìngaìt tinggi, 

sehinggaì timbunaìn bertaìmbaìh, di laìhaìn terbukaì taìnpaì 

memiliki izin dengaìn tinggi timbunaìn kuraìng lebih 7 meter 

daìn volume kuraìng lebih 12.000 – 13.000 m3.  

Paìdaì taìnggaìl 28 September 2018 Terdaìkwaì PT Haìikki 

Green dengaìn penaìnggung jaìwaìb Fraìnsiskus Xaìverius 

sebaìgaìi Direktur Utaìmaì berdaìsaìrkaìn AÌktaì Notaìris Maìrcus 

Gunaìwaìn Nomor 130 taìnggaìl 25 Oktober 2018 “Risaìlaìh 

Raìpaìt Umum Pemegaìng Saìhaìm Luaìr Biaìsaì PT Haìikki 

Green” dikenaìkaìaìn saìnksi aìdministraìsi oleh Kementriaìn 

Lingkungaìn Hidup daìn Kehutaìnaìn, yaìng mewaìjjbkaìn 

mengaìngkaìt daìn membersihkaìn limbaìh B3 berupaì kaìrbid 

di lokaìsi Kaìwaìsaìn KPLIB3 paìling laìmaì 90 haìri, 

Melaìkukaìn pemulihaìm fungsi lingkungaìn fungsi 

lingkungaìn di lokaìsi Kaìwaìsaìn KPLIB3 dengaìn dimensi 

3.600 m2 paìling laìmaì 90 haìri kaìlender. Paìdaì taìnggaìl 27 
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Maìret 2019 Kementriaìn Lingkungaìn Hidup daìn Hutaìn 

melaìkukaìn pengaìwaìsaìn penaìtaìaìn daìn pelaìksaìnaìaìn saìnksi 

aìdministraìsi. PT Haìikki Green tidaìk melaìksaìnaìkaìn saìnksi 

aìdministraìsi terkesaìn mengaìbaìikaìn saìnksi tersebut 

dikaìrenaìkaìn di lokaìsi maìsih aìdaì timbunaìn limbaìh B3 

kaìrbid sebaìnyaìk 15.815,808 ton daìn PT Haìikki Green 

belum melaìkukaìn pemulihaìn fungsi lingkungaìn. 

Maìjelis Haìkim mempertimbaìngaìn dengaìn aìlaìt bukti 

yaìng muncul daìlaìm persidaìngaìn. Daìlaìm perkaìraì ini PT 

Haìikki Green dengaìn penaìnggung jaìwaìb Fraìnsiskus 

Xaìverius telaìh terbukti secaìraì saìh daìn meyaìkinkaìn  

bersaìlaìh melaìkukaìn dumping limbaìh ke mediaì 

lingkungaìn hidup taìnpaì izin, terdaìkwaì PT Haìikki Green 

dengaìn penaìnggung jaìwaìb Fraìnsiskus Xaìverius dikenaìi 

dendaì sebesaìr Rp. 250.000.000,00 daìn jikaì terdaìkwaì tidaìk 

membaìyaìr dendaì tersebut daìlaìm jaìngkaì waìktu 3 bulaìn 

sejaìk putusaìn maìjelis haìkim berkekuaìtaìn tetaìp (inkraìcht) 

maìkaì aìkaìn di gaìnti dengaìn peraìmpaìsaìn haìrtaì kekaìyaìaìn 

Terdaìkwaì PT Haìikki Green daìn personil pengendaìli 

perusaìhaìaìn yaìkni Fraìnsiskus Xaìvrius selaìku Direktur PT 

Haìikki Green daìn jikaì penjuaìlaìn haìrtaì korporaìsi daìn 

personil pengendaìli korporaìsi tidaìk mencukupi, maìkaì 

aìkaìn digaìnti dengaìn pidaìnaì kurungaìn selaìmaì 3 bulaìn 
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dengaìn mempertimbaìngkaìn dendaì yaìng telaìh di baìyaìr 

dengaìn ini dijaìtuhkaìn kepaìdaì Fraìnsiskus Xaìverius sebaìgaìi 

personil pengendaìli korporaìsi.  

AÌdaìpun pidaìnaì taìmbaìhaìn yaìitu pemulihaìn lingkungaìn 

di sekitaìr lokaìsi PT Haìikki Green daìlaìm waìktu 6 bulaìn 

terhitung sejaìk putusaìn ini berkekuaìtaìn hukum, 

melaìkukaìn fungsi lingkungaìn dengaìn dimensi 3.600 m2, 

seteleaìh melaìksaìnaìkaìn pemulihaìn lingkungaìn selaìmaì 6 

bulaìn PT Haìikki Green waìjib mengurus izin terkaìit 

pengelolaìaìn lingkungaìn hidup aìntaìraì laìin; izin 

lingkungaìn, izin tempaìt penyimpaìnaìn sementaìraì, izin 

pemaìnfaìaìtaìn limbaìh daìn izin dumping, membuaìt 

penyimpaìnaìn sementaìraì (TPS) daìn menempaìtkaìn limbaìh 

B3 ke daìlaìm TPS. Membebaìnkaìn biaìyaì perkaìraì sejumlaìh 

Rp. 5000. 

AÌnaìlisis peneliti menunjukkaìn baìhwaì, haìkim daìlaìm penaìngaìnaìn 

kaìsus ini sudaìh sesuaìi dengaìn hukum yaìng berlaìku, naìmun maìsih aìdaì 

beberaìpaì celaìh yaìng perlu diperbaìiki, terutaìmaì daìlaìm penjaìtuhaìn aìspek 

saìnksi pidaìnaì yaìng kuraìng maìksimaìl. 

Daìlaìm sistem peraìdilaìn pidaìnaì, keputusaìn haìkim daìlaìm 

menjaìtuhkaìn saìnksi terhaìdaìp korporaìsi yaìng terbukti melaìkukaìn tindaìk 

pidaìnaì lingkungaìn memiliki peraìn krusiaìl daìlaìm menegaìkkaìn keaìdilaìn daìn 

memberikaìn kepaìstiaìn hukum. Paìdaì kaìsus PT Haìikki Green, sebaìgaìimaìnaì 
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tercaìntum daìlaìm Putusaìn Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, haìkim 

menyaìtaìkaìn baìhwaì perusaìhaìaìn tersebut bersaìlaìh aìtaìs tindaìkaìn 

pembuaìngaìn limbaìh taìnpaì izin, yaìng mengaìkibaìtkaìn kerusaìkaìn 

lingkungaìn yaìng signifikaìn. Putusaìn ini tidaìk haìnyaì berlaìndaìskaìn aìspek 

hukum, tetaìpi jugaì mempertimbaìngkaìn beberaìpaì faìktor, terutaìmaì daìlaìm 

kaìitaìnnyaì dengaìn daìmpaìk pencemaìraìn lingkungaìn yaìng ditimbulkaìn. 

Daìlaìm mengaìmbil keputusaìn, haìkim meninjaìu berbaìgaìi aìspek, termaìsuk 

tingkaìt kerusaìkaìn yaìng terjaìdi, tingkaìt kesaìlaìhaìn perusaìhaìaìn, sertaì 

keseriusaìn perusaìhaìaìn daìlaìm memaìtuhi proses hukum yaìng berlaìku. 

Maìjelis Haìkim daìlaìm perkaìraì PT Haìikki Green mempertimbaìngkaìn 

berbaìgaìi aìspek sebelum menjaìtuhkaìn putusaìn. Daìlaìm putusaìn No. 

311/Pid.Sus/2022/PN Btm, Haìkim menggunaìkaìn laìndaìsaìn hukum daìri 

Paìsaìl 104 jo. Paìsaìl 116 aìyaìt (1) huruf aì jo. Paìsaìl 118 jo. Paìsaìl 119 daìlaìm 

Undaìng-Undaìng No. 32 Taìhun 2009 tentaìng Perlindungaìn daìn Pengelolaìaìn 

Lingkungaìn Hidup. Paìsaìl-paìsaìl tersebut mengaìtur pidaìnaì baìgi setiaìp pihaìk 

yaìng melaìkukaìn dumping limbaìh B3 taìnpaì izin sertaì bentuk 

pertaìnggungjaìwaìbaìn pidaìnaì baìgi korporaìsi. Di daìlaìm Putusaìn No. 

311/Pid.Sus/2022/PN Btm berisi tuntutaìn Jaìksaì Penuntut Umum yaìitu,  

Pidaìnaì dendaì sebesaìr Rp 500.000.000,- (limaì raìtus jutaì rupiaìh) 

dengaìn ketentuaìn daìlaìm haìl Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI GREEN tidaìk 

maìmpu membaìyaìr Pidaìnaì Dendaì tersebut digaìnti dengaìn 

Peraìmpaìsaìn Haìrtaì Kekaìyaìaìn Milik Terdaìkwaì PT. HAÌIKKI 

GREEN daìn Personil Pengendaìli Korporaìsi yaìkni FRA ÌNSISKUS 

XAÌVERIUS selaìku Direktur PT. HAÌIKKI GREEN yaìng nilaìinyaì 

saìmaì dengaìn putusaìn pidaìnaì dendaì yaìng dijaìtuhkaìn daìlaìm jaìngkaì 

waìktu selaìmbaìt-laìmbaìtnyaì 6 (enaìm) bulaìn setelaìh terdaìpaìt putusaìn 

haìkim yaìng berkekuaìtaìn hukum tetaìp (in kraìcht vaìn gewijsde). 

Daìlaìm haìl penjuaìlaìn haìrtaì kekaìyaìaìn milik korporaìsi daìn Personil 
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Pengendaìli Korporaìsi yaìng diraìmpaìs tidaìk mencukupi, maìkaì 

pidaìnaì kurungaìn penggaìnti dendaì dijaìtuhkaìn terhaìdaìp 

FRAÌNSISKUS XAÌVERIUS (Direktur PT. HAÌIKKI GREEN) 

sebaìgaìi Personil Pengendaìli Korporaìsi selaìmaì 6 (enaìm) Bulaìn 

dengaìn memperhitungkaìn dendaì yaìng telaìh dibaìyaìr. 

 

Ini aìrtinyaì dendaì yaìng diberikaìn oleh haìkim haìnyaì 50% daìri tuntutaìn yaìng 

telaìh diaìjukaìn oleh Jaìksaì penuntut umum. Jikaì melihaìt daìri UU No. 32 

Taìhun 2009 paìsaìl 104 ini menyebutkaìn dendaì maìksimaìl nyaì aìdaìlaìh Rp. 

3.000.000.000,00 (Tigaì Miliaìr Rupiaìh). Menurut paìndaìngaìn peneliti 

keputusaìn ini mencerminkaìn aìdaìnyaì kebijaìkaìn hukum yaìng lebih lunaìk 

terhaìdaìp korporaìsi, meskipun telaìh terbukti secaìraì saìh bersaìlaìh. Haìl ini 

menunjukkaìn baìhwaì aìspek yuridis maìsih memiliki kelemaìhaìn daìlaìm 

peneraìpaìnnyaì, khususnyaì daìlaìm memberikaìn efek jeraì yaìng maìksimaìl 

baìgi perusaìhaìaìn yaìng terbukti melaìkukaìn pencemaìraìn lingkungaìn. 

Putusaìn Pengaìdilaìn Negeri Baìtaìm daìlaìm perkaìraì No. 

311/Pid.Sus/2022/PN Baìtaìm menjaìdi saìlaìh saìtu contoh baìgaìimaìnaì sistem 

peraìdilaìn lingkungaìn di Indonesiaì menegaìkkaìn pertaìnggungjaìwaìbaìn 

hukum terhaìdaìp korporaìsi yaìng terbukti melaìkukaìn pencemaìraìn 

lingkungaìn.. Daìlaìm perkaìraì ini PT. Haìikki Green dinyaìtaìkaìn secaìraì saìh 

bersaìlaìh melaìkukaìn dumping limbaìh B3 taìnpaì izin yaìng beraìkibaìt paìdaì 

pencemaìraìn lingkungaìn dengaìn daìmpaìk yaìng tidaìk haìnyaì bersifaìt jaìngkaì 

pendek, tetaìpi jugaì memiliki potensi kerusaìkaìn lingkungaìn daìlaìm jaìngkaì 

paìnjaìng. Limbaìh yaìng dibuaìng oleh perusaìhaìaìn mengaìndung baìhaìn 

berbaìhaìyaì daìn beraìcun (B3) dengaìn pH tinggi, yaìng daìpaìt merusaìk 



98 
 

 
 

ekosistem taìnaìh daìn aìir, menggaìnggu keseimbaìngaìn lingkungaìn, sertaì 

berisiko terhaìdaìp kesehaìtaìn maìsyaìraìkaìt sekitaìr.  

Jikaì perusaìhaìaìn yaìng secaìraì saìh bersaìlaìh daìn terbukti mencemaìri 

lingkungaìn dikenaìi saìnksi ringaìn, maìkaì tidaìk aìkaìn aìdaì efek jeraì yaìng 

cukup kuaìt untuk maìsaì mendaìtaìng. Oleh kaìrenaì itu, hukumaìn haìrus 

diperketaìt dengaìn mempertimbaìngkaìn laìngkaìh-laìngkaìh seperti pencaìbutaìn 

izin usaìhaì baìgi pelaìnggaìr beraìt sertaì peneraìpaìn dendaì yaìng lebih 

mendekaìti baìtaìs maìksimaìl yaìng diaìtur daìlaìm undaìng-undaìng. kuraìng 

maìksimaìlnyaì hukumaìn daìpaìt menyebaìbkaìn meningkaìtnyaì eksploitaìsi 

lingkungaìn secaìraì ilegaìl, yaìng paìdaì aìkhirnyaì merugikaìn maìsyaìraìkaìt daìn 

ekosistem secaìraì luaìs.  

Ketidaìkmaìksimaìlaìn saìnksi ini berpotensi menjaìdi preseden buruk, 

dimaìnaì perusaìhaìaìn laìin daìpaìt melihaìt baìhwaì melaìkukaìn pelaìnggaìraìn 

terhaìdaìp lingkungaìn hidup haìnyaì berisiko mendaìpaìtkaìn dendaì ringaìn, 

sehinggaì menciptaìkaìn celaìh hukum yaìng memungkinkaìn kaìsus serupaì 

terus terjaìdi taìnpaì aìdaìnyaì efek jeraì yaìng signifikaìn, daìn oleh kaìrenaì itu, 

diperlukaìn sistem penegaìkaìn hukum yaìng lebih ketaìt, aìgaìr perusaìhaìaìn 

yaìng terbukti mencemaìri lingkungaìn tidaìk haìnyaì dikenaìi saìnksi 

aìdministraìtif yaìng ringaìn, tetaìpi jugaì diberikaìn hukumaìn yaìng setimpaìl 

dengaìn daìmpaìk lingkungaìn yaìng telaìh merekaì timbulkaìn, sehinggaì daìpaìt 

mencegaìh terjaìdinyaì pelaìnggaìraìn berulaìng sertaì memperkuaìt perlindungaìn 

hukum terhaìdaìp kelestaìriaìn lingkungaìn di maìsaì mendaìtaìng. 
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Menurut paìndaìngaìn peneliti haìkim jugaì haìrus mempertimbaìngkaìn 

aìspek non yuridis laìinnyaì yaìitu beberaìpaì aìspek yaìng meringaìnkaìn aìntaìraì 

laìin, tidaìk aìdaì korbaìn jiwaì secaìraì laìngsung yaìng di sebaìbkaìn pencemaìraìn 

lingkungaìn ini, memiliki izin penyimpaìnaìn aìtaìu dumping limbaìh B3 paìdaì 

taìhun 2007 meski sudaìh beraìkir di 2010. AÌdaìpun beberaìpaì faìktor yaìng 

memberaìtkaìn yaìitu, Limbaìh B3 yaìng ditimbun memiliki pH (>12) yaìng 

beresiko merusaìk ekosistem taìnaìh daìn aìir daìlaìm jaìngkaì paìnjaìng, 

Perusaìhaìaìn menyimpaìn limbaìh sejaìk 2008 hinggaì 2019 taìnpaì pengelolaìaìn 

lebih laìnjut, yaìng menunjukkaìn kesengaìjaìaìn daìlaìm pelaìnggaìraìn hukum, 

PT Haìikki Green mengaìbaìikaìn saìnksi aìdministraìtif yaìng telaìh diberikaìn 

sejaìk 2018, daìn tetaìp tidaìk melaìkukaìn tindaìkaìn hinggaì kaìsus ini dibaìwaì ke 

pengaìdilaìn. Menurut paìndaìngaìn peneliti haìkim jugaì melihaìt daìri keduaì sisi 

,unsur meringaìnkaìn daìn  memberaìtkaìn, dengaìn mempertimbaìngaìnkaìn 

keduaì unsur ini mungkin lebih maìksimaìl laìgi.  

Naìmun, daìlaìm mempertimbaìngkaìn hukumaìn, haìkim jugaì 

memperhitungkaìn beberaìpaì keaìdaìaìn yaìng meringaìnkaìn, seperti faìktaì 

baìhwaì terdaìkwaì belum pernaìh dihukum sebelumnyaì, sertaì menunjukkaìn 

itikaìd baìik daìlaìm mengikuti seluruh proses persidaìngaìn. Selaìin itu, 

terdaìkwaì pernaìh memiliki izin penyimpaìnaìn limbaìh B3 paìdaì taìhun 2007, 

meskipun izin tersebut telaìh kedaìluwaìrsaì sejaìk 2010, yaìng menunjukkaìn 

baìhwaì perusaìhaìaìn setidaìknyaì pernaìh berupaìyaì memaìtuhi regulaìsi 

meskipun kemudiaìn mengaìbaìikaìn kewaìjibaìnnyaì. Tidaìk aìdaìnyaì korbaìn 

jiwaì secaìraì laìngsung aìkibaìt pencemaìraìn lingkungaìn ini jugaì menjaìdi saìlaìh 
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saìtu faìktor yaìng dipertimbaìngkaìn haìkim daìlaìm menjaìtuhkaìn putusaìn. 

Selaìin itu, terdaìkwaì telaìh memulaìi laìngkaìh perbaìikaìn daìlaìm sistem 

pengelolaìaìn limbaìhnyaì, meskipun maìsih ditemukaìn sejumlaìh kelaìlaìiaìn 

daìlaìm pelaìksaìnaìaìnnyaì. 

Dengaìn aìdaìnyaì faìktor-faìktor yaìng meringaìnkaìn ini, maìjelis haìkim 

memutuskaìn untuk tidaìk menjaìtuhkaìn hukumaìn yaìng lebih beraìt, seperti 

pidaìnaì penjaìraì terhaìdaìp pengurus perusaìhaìaìn, daìn haìnyaì menjaìtuhkaìn 

pidaìnaì dendaì sertaì kewaìjibaìn pemulihaìn lingkungaìn, dengaìn haìraìpaìn 

baìhwaì saìnksi tersebut daìpaìt mendorong kepaìtuhaìn terhaìdaìp regulaìsi 

lingkungaìn di maìsaì mendaìtaìng taìnpaì menghaìmbaìt operaìsionaìl perusaìhaìaìn 

secaìraì draìstis. 

  Kesimpulaìn penjaìbaìraìn diaìtaìs Berdaìsaìrkaìn aìnaìlisis terhaìdaìp 

Putusaìn Pengaìdilaìn Negeri Baìtaìm Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm, daìpaìt 

disimpulkaìn baìhwaì haìkim daìlaìm menjaìtuhkaìn saìnksi terhaìdaìp PT Haìikki 

Green telaìh mengaìcu paìdaì ketentuaìn hukum yaìng berlaìku, naìmun maìsih 

terdaìpaìt beberaìpaì kelemaìhaìn yaìng perlu diperbaìiki, terutaìmaì daìlaìm aìspek 

penjaìtuhaìn saìnksi pidaìnaì yaìng kuraìng maìksimaìl. 

 Putusaìn ini menunjukkaìn baìhwaì meskipun PT Haìikki Green telaìh 

terbukti secaìraì saìh daìn meyaìkinkaìn melaìkukaìn dumping limbaìh B3 taìnpaì 

izin, saìnksi yaìng dijaìtuhkaìn belum sepenuhnyaì mencerminkaìn tingkaìt 

keseriusaìn pelaìnggaìraìn, terutaìmaì jikaì dibaìndingkaìn dengaìn ketentuaìn 

Paìsaìl 104 UU No. 32 Taìhun 2009 yaìng menetaìpkaìn baìtaìs maìksimaìl dendaì 

sebesaìr Rp 3 miliaìr. Pidaìnaì dendaì sebesaìr Rp 250 jutaì yaìng dijaìtuhkaìn oleh 



101 
 

 
 

haìkim haìnyaì setengaìh daìri tuntutaìn Jaìksaì Penuntut Umum (Rp 500 jutaì) 

daìn maìsih jaìuh daìri baìtaìs maìksimaìl yaìng sehaìrusnyaì daìpaìt diberikaìn. 

AÌkibaìtnyaì, putusaìn ini berpotensi menciptaìkaìn preseden buruk, di maìnaì 

perusaìhaìaìn laìin daìpaìt melihaìt baìhwaì pelaìnggaìraìn terhaìdaìp lingkungaìn 

hidup haìnyaì berisiko dikenaìi dendaì ringaìn, sehinggaì tidaìk menimbulkaìn 

efek jeraì yaìng cukup kuaìt. 

 Haìkim daìlaìm menjaìtuhkaìn putusaìn jugaì mempertimbaìngkaìn faìktor-

faìktor yaìng meringaìnkaìn daìn memberaìtkaìn, seperti tidaìk aìdaìnyaì korbaìn 

jiwaì secaìraì laìngsung, keberaìdaìaìn izin penyimpaìnaìn limbaìh B3 yaìng 

pernaìh dimiliki meskipun telaìh kedaìluwaìrsaì sejaìk 2010, sertaì itikaìd baìik 

perusaìhaìaìn daìlaìm mengikuti proses persidaìngaìn. Naìmun, di sisi laìin, 

terdaìpaìt faìktor yaìng sehaìrusnyaì menjaìdi pertimbaìngaìn utaìmaì daìlaìm 

menjaìtuhkaìn saìnksi yaìng lebih beraìt, seperti tingginyaì kaìdaìr pH limbaìh 

yaìng berdaìmpaìk jaìngkaì paìnjaìng paìdaì ekosistem taìnaìh daìn aìir, sertaì faìktaì 

baìhwaì perusaìhaìaìn telaìh mengaìbaìikaìn saìnksi aìdministraìtif sejaìk 2018 daìn 

baìru bertindaìk setelaìh kaìsus ini dibaìwaì ke raìnaìh hukum. 

 Kuraìngnyaì ketegaìsaìn daìlaìm putusaìn ini mengindikaìsikaìn baìhwaì 

sistem penegaìkaìn hukum lingkungaìn di Indonesiaì maìsih memiliki 

kelemaìhaìn, terutaìmaì daìlaìm haìl memberikaìn saìnksi yaìng proporsionaìl 

dengaìn daìmpaìk lingkungaìn yaìng ditimbulkaìn. Oleh kaìrenaì itu, diperlukaìn 

reformaìsi daìlaìm sistem peraìdilaìn lingkungaìn, termaìsuk peningkaìtaìn saìnksi 

pidaìnaì baìgi korporaìsi, pencaìbutaìn izin usaìhaì baìgi pelaìnggaìr beraìt, sertaì 
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mekaìnisme pengaìwaìsaìn yaìng lebih ketaìt terhaìdaìp perusaìhaìaìn yaìng telaìh 

terbukti melaìkukaìn pencemaìraìn lingkungaìn. 

 Dengaìn demikiaìn, aìgaìr penegaìkaìn hukum lingkungaìn lebih efektif, 

haìkim sehaìrusnyaì tidaìk haìnyaì mempertimbaìngkaìn aìspek aìdministraìtif daìn 

ekonomi, tetaìpi jugaì daìmpaìk ekologis jaìngkaì paìnjaìng sertaì perlunyaì 

hukumaìn yaìng daìpaìt memberikaìn efek jeraì baìgi perusaìhaìaìn laìin, sehinggaì 

kaìsus pencemaìraìn lingkungaìn seperti ini tidaìk terulaìng di maìsaì mendaìtaìng. 
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BAÌB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulaìn 

  Berdaìsaìrkaìn penelitiaìn yaìng dilaìkukaìn oleh penulis, penulis mendaìpaìtkaìn 

kesimpulaìn sebaìgaìi berikut: 

1. Pertaìnggung jaìwaìbaìn pidaìnaì pelaìku dumping limbaìh taìnpaì izin daìn tidaìk 

dikelolaì menurut Putusaìn Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Btm yaìng dilaìkukaìn 

terdaìkwaì PT Haìikki Green yaìng diwaìkilkaìn Fraìnsiskus Xaìverius merupaìkaìn 

corporaìte liaìbility yaìitu pertaìnggung jaìwaìbaìn pidaìnaì yaìng dijaìtuhkaìn 

kepaìdaì korporaìsi. Daìlaìm perkaìraì ini terdaìkwaì menimbun (dumping) limbaìh 

B3 (Baìhaìn Berbaìhaìyaì daìn Beraìcun) kaìrbid tidaìk sesuaìi dengaìn perizinaìn. 

Perbuaìtaìn terdaìkwaì merupaìkaìn keaìlpaìaìn yaìng disaìdaìri (bewuste culpaì) 

kaìrenaì terdaìkwaì menyaìdaìri perbuaìtaìnnyaì. Kementriaìn Kehutaìnaìn daìn 

Lingkungaìn Hidup (KLHK) sudaìh melaìkukaìn saìnksi aìdministraìsi tetaìpi 

terdaìkwaì tidaìk melaìkukaìn upaìyaì aìpaìpun terkesaìn mengaìbaìikaìn, didalam 

putusan No. 311/Pid.Sus/2022/PN Batam, pidana tambahannya kurang 

spesifik pemulihan seperti apa yang dimaksud, ini menimbulkan celah. 

2. Maìjelis Haìkim daìlaìm menjaìtuhkaìn vonis terhaìdaìp terdaìkwaì memiliki 2 haìl 

utaìmaì pertimbaìngaìn yaìkni: 

a. Pertimbaìngaìn secaìraì Yuridis, Pertimbaìnganì yaìng didaìsaìrkaìn paìdaì 

faìktaì faìktaì yaìng sudaìh terungkaìp daìlaìm persidaìngaìn: daìkwaìaìn 

Jaìksaì Penuntut Umum, baìraìng bukti, aìlaìt bukti (keteraìngaìn saìksi, 

keteraìngaìn aìhli, suraìt, keteraìngaìn terdaìkwaì). 
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b. Pertimbaìngaìn secaìraì Non-yuridis, seperti tidaìk melaìkukaìn saìnksi 

aìdministraìsi oleh KLHK daìn tidaìk maìu memperpaìnjaìng izin tetaìpi 

mengaìngkut daìn menimbun limbaìh B3 laìgi, terdakwa belum pernah 

dihukum, terdakwa juga bersikap sopan didalam persidangan. 

B. Saìraìn 

 Berdaìsaìrkaìn pernyaìtaìaìn sebelumnyaì, terdaìpaìt jugaì saìraìn daìri penulis 

sebaìgaìi berikut: 

1. Dihaìraìpkaìn pemerintaìh daìeraìh Baìtaìm daìpaìt baìnyaìk memberikaìn 

penyuluhaìn beberaìpaì izin yaìng terkaìit dengaìn Lingkungaìn Hidup. 

Penyuluhaìn ini merupaìkaìn laìngkaìh yaìng penting aìgaìr maìsyaìraìkaìt 

memaìhaìmi daìn mengaìmaìlkaìn aìturaìn tentaìng beberaìpaì perizinaìn daìn tidaìk 

melaìkukaìn pengolaìhaìn limbaìh secaìraì ilegaìl. Sertaì menghimbaìu 

maìsyaìraìkaìt aìkaìn daìmpaìk buruk yaìng terjaìdi bilaì melaìnggaìr peraìturaìn. 

Dengaìn regulaìsi sekaìraìng ini aìdaìnyaì UU Ciptaì Kerjaì, izin lingkungaìn tidaìk 

diaìtur secaìraì tegaìs, naìmun untuk mendaìpaìtkaìn izin usaìhaì memerlukaìn 

persetujuaìn lingkungaìn, merupaìkaìn keputusaìn kelaìyaìkaìn Lingkungaìn 

Hidup aìtaìu pernyaìtaìaìn kesaìnggupaìn pengelolaìaìn Lingkungaìn Hidup yaìng 

telaìh mendaìpaìtkaìn persetujuaìn daìri Pemerintaìh Pusaìt aìtaìu Pemerintaìh 

Daìeraìh. 

2. Perlu aìdaìnyaì pengaìwaìsaìn, pengecekkaìn oleh aìpaìraìt daìn di perlukaìn 

penguaìtaìn peraìn KLHK daìlaìm melaìkukaìn pemaìntaìuaìn berkaìlaì terhaìdaìp 

perusaìhaìaìn, seperti pemaìntaìuaìn limbaìh daìn aìudit lingkungaìn yaìng lebih 
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ketaìt. Seperti di regulaìsi yaìng baìru yaìitu UU Ciptaì Kerjaì, aìpaìbilaì tidaìk 

memenuhi syaìraìt sebaìgaìimaìnaì tercaìntum daìlaìm keputusaìn kelaìyaìkaìn 

Lingkungaìn Hidup aìtaìu pernyaìtaìaìn kesaìnggupaìn pengelolaìaìn Lingkungaìn 

Hidup Perizinaìn Usaìhaì daìpaìt di baìtaìlkaìn. Dengaìn saìnksi yaìng tegaìs 

dihaìraìpkaìn memiliki efek jeraì daìn tidaìk aìdaì laìgi pihaìk pihaìk tidaìk 

mememiliki izin aìtaìu diaìnggaìp ilegaìl. 
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